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baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan

potensi ekonomi masyarakat yang ada.

Dengan keluamya Undang-Undang No. 32 Tahun 2OO4 tentang

pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2O0/' tentang

perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, semakin menuntut

daerah untuk membidyai kegiatan pembangunan, melalui upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah- Untuk dapat memiliki keudngan yang memadai

dengan sendirinya daerah menlbutuhkan sumber ketrangan yang cttktrp.

Daldm hat ini daerah dapat mbmperolehnya melalui beberapa calEl, ydkni

(Alfidn Lains, 1985: 41):

1. Menlumprrlkan dana dari pajak daerah ydflg sudah direstui oleh

pembrintah pusat.

2. MeHkukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank dtau

meldlui pemerintah pusat.

3. lkut arhbil bagian dalam pendapdtan pajak sentral yang dipungut

daerdh.

4. Menambah tarif pajak sentral tertentu

5. Bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat

Dengan adanya sumber-sumber keuangan yang dikelola dapat

meningkatkan kemampuan kualitas dan kesejahteraan daerah tersebut,



sehingga mampu mengurus rumah tangga sendiri dan melaksanakan

pembangunan sebaik-baiknYa.

Sulawesi Utara sebagaisalah satu propinsiyang ada diwilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia diharapkan untuk berupaya meggali dan

meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku-

pendapatan Asli Daerah adalah bertujuan memberikan kewenangan

kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah

sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Saldh satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat menunjang

keuan$an daerah dalam rangka Otonomi Daerah (OTODA) adalah Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-

BBNKB).

PaJak kendaraan bermotor adalah pajak ydng dipungut atas

kepemilikdn dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk

kepemililen atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-

alat besdf Vdng tldak dlgunakan sebagai alat angkutan orang dan atau bareng

dijalan umum. Sedangkan Bea Balik Nama llsndsraan Bermotor adalah bea

yang dipungut oleh daerah atas setiap penyerahan kendaraan bemtotor dalam

hak milik.
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Obiek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang

melintas dan beroperasi di jalan raya, sedangkan objek BBNKB adaiah

penyerahan kendaraan bermotor dalam hal milik sebagai akibat dari perianiian

dua pihak yang teriadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah

wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Berdasarkan data tahun 2Oo4', jumlah kendaraan yang ada da

Prop.Sulawesi Utara, dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 1

Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar

Di ProPinsi Sulawesi Utara

Tahun z0o4'

Jenis Kendaraan
Tahun

2004 2005

2,956

3,706

28jU
829

13,392

4,723

98,392

57

Sedan dan sejenisnYa

Jeep dan sejenisnYa

Mini bus dan sejenisnYa

Bus dan sejenisnYa

Ligh Truck & Pick UP
I

Itruct
I

lsepeoa Motor
I

lAiat-alat BeraUbesar

2,8361

3.6741

26:1:y'l
I

7891

12,781

4,575

81,265

53

JUrahh lsz.zss 152,'189

$jurhber: Ditlantas Polda Prop- Sulawesi Utara

bari datd df dtgs dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan di propihsi

Sulawesi tjtara selama tahun 2OA4 dan 2005 mengalami peningkatan sebesar

14,630/o dan jenis kendaraan yang terbanyak adalah jenis kendaraan sepeda

motor, kemudian mini bus dan light truck. Ketiga jenis kendaraan ini

merupakan sektor potensial dari penarikan BBN dan BBNKB



6

sedangkan perolehan dan target penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2oo4 & 2005,

disajikan sebagai berikut :

Tabel 2

Target & Penerimaan PKB & BBNKB

Tahun 2Oo4.-20O5

( Dalam RuPiah )

Berdasarkan trabel 2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 target yang

ditetapkan tidak mencapai hasil optimal dimana terdapat selisih untuk BBN

minus sebesar Rp. 20.482.509.200.- dan Paiak Kendaraan Bermotor

melampau target sebesar Rp. 3.508189.100. Sedangkan pada tahun 2005

Paiak Kendaran Bermotor melampaui target sebesar Rp. 5.965.472.000--

sedangkan BBN perkembangannya menurun semakin besar yaitu sebesar

Rp. 34.249.173.600.

Uraian Tarqet Penerimaan Selisih

Tahun ZO0/.:

- Pajak Kendaraan Bermotor

. Bea Balik Nama

Tahun 2005:

- Pajak Kendaraan Bennotor

- Bea Balik Nama

45,823,879,700

47,600,000,000

51,200,000,000

68.100.000,000

49,332,068,800

27,117,490,800

57,165,472,000

33.850,826,400

3,508,189,100

-20,482,509,200

5,965,472,000

-u,249,173,600

Sumber: Pemda ProP. Sulawesi Utara



Seiring dengan perkembangan teknclogi dan kebutuhan manusia yang

semakin berkembang menyebabkan kebutuhan akan alat angkut semakin

besar sehingga kebutuhan akan kendaraan bermotor semakin meningkat.

Perkembangan kendaraan bermotor yang pesat ikut menentukan kemajuan

ekonomi dan sosial politik suatu negara. Olehnya itu, perkembangan

kendaraan bermotor ini juga harus dibarengi dengan penambahan dan

perluasan jaringan jalan raya. Tetapi di sisi lain, dibutuhkan dana untuk

pembiayaannya. Untuk itu, perlu dipungut pajak dan bea atas penggunan

ialan raya-tersebut agar dapat diperoleh dana untuk pemeliharaan dan

penambahan serta perbaikan jalan raya.

Betddbarkan hal tersebut di atas, penulis tertdrik untuk membahds

tentang : "Ahalisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor lPke-eeftKB) propinsi Sulawesi Utara di Manado.

B. Rumusan fildsatahah

Berdasdlkart latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,

masaldh pokok dalam penelitian ini adalah "Apakah Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) di Propinsi

Sulawesi Utara telah dipungut secara efektif dan efisien ?".

G. Tujuan Penelitian
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1. Untuk menganalisis deraiat efektifitas dan efisiensi pemungutan Paiak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di

ProPinsi Sulawesi Utara

Z. Untuk menganalisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Bqlik Ndma Ketldaradn Bertnotor dalam PAD Propinsi Sulawesi tjtara'

d. KegUdAch Penentdn

1. Sebdgaiwahdha pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Paiak

Kbhdaraan Beffidtof dan dea balit< Narna Kehdaraan Bermotor dan

Pbndapatan A$li baerdn.

2. Sebagai sufi{banddn pemlkilan ddtam hal pengelolaan Paiak

fStrddrdan bdrnrdtor ddn Bga edtik Nama Kenddraan Bermotor ba$l

pernbdntdh Prbplnsi Suldwebi Utafa.

3. Sebdgdi*asUkan Urltuk menihgrdtkan Pendapatdn Asli Daerah (PAb)

di Ptb$lHSi Sulawbsi Utara daldm rdhgka Otonoini Daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Fungsi Paiak

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan

perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan,

ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan

lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian,

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada

undang-undang.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22Tahun 1999

tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan

Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perirnbangan yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belania Negara. Pendapatan Asli Daerah,

yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahn

dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu

melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri.
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Undang-undang No 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang

memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam

pelaksanaan pemungutan paiak dan retribusi, sekaligus menetapkan

pengaturan untuk menjamin penerapan produser umum Perpajakan

Daerah dan Retribusi Daerah-

Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem

perpajakan lndonesia yang pada dasamya merupakan beban masyarakat,

sehingga perlu dijaga agar kebiiakan tersebut dapat memberikan beban

yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan Pajak

Daerah dilakukan sec€lra terus-menerus, terutdma mengenai objek dan

tarif pdjak, sehingga antara paiak pusat dan Pajak Daerah saling

melengkapi.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Dderah

sudah dltetapkan dalam undang-undang No. 34 tahun 2000, Daerah

Kabupat€h/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber

keuangdnqya dengan menetapkan jenis pajak dan Retribusi selain yang

telah ditdtdpkan, sepanjang memenuhi krlteria yang telah ditetapkan dan

sesuai ddngan aspirasi masyarakat.

B. Pengertran Paiak

Sdlah satu usaha untuk mewujucikan kemandirian suatu bangsa
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Ataunegaradalampembiayaanpembangunanyaitumenggalisumber

dana yang berasaldari dalam negeri berupa pajak baik ditingkat pusat

maupun daerah.

santoso Brotodihardio (1991, hal 2) mengatakan bahwa paiak

adalah iuran kepadd negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh

yang wajib membayamya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

menddpat prestdsi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan ydng

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung deh$drl tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan'

SuparmanSoemahamidjajamenjelaskanbahwapajakaddlah

iuran wdjib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa

berdasakan norma-norma hukum, guna menutupi biaya-biaya produksi

barang-baran$ ddn jasa kolektif dalam mencapai keseiahteraan umum'

Lebih ldniut Rochmat Soemitro (1990, hal. 5) mengatakan bahwd

pajak ddaldh ittran kepada kas negara berdasarkan undang-undahg

( Vand dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontra

prestdbl, ydrid langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk

membayar pengeiuaran umum. Dari pengertian-pengertian tersebut di

atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian

pajak adalah :
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a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah'

c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.

d. Paiak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus,

dipergunakan untuk membiayai publik investment'

e. Pdjdk dapat pula mempunyai tuiuan sElain budgeter, yaitu

menEatur.

Ddri ciri-ciri tersebut di atas, terlihat adanya dua fungsi pajak

yaitu fungsi penerimaan (budgefefQ dan fungsi mengatur (regulercnd1

Fungsi penerimaan (Siti Resmi, 2003) artinya pajak berfungsi sebagai

salatt sdtu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai

pengeluaran baik rutin maupun pemban$unan. Sebagai sumber

keuailgan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-

banydknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara

ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan paiak melalui

penyempurnaan peraturan berbagai jenis paiak seperti pajak
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penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang

mewah, paiak bumidan bangunan, dan lain-lain'

sedangkan fungsi regulerend atau mengatur (siti Resmi, 2003) artinya

pajakberfungsisebagaialatuntukmengaturataumelaksanakan

kebi[akan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi' dan mencapai

tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh

penerdpan paiak sebagaifungsi mengatur, adalah :

a.Pajakyangtinggidikenakanatasbarang-barangmewah(PPn-

BU dikenakan pada saat tedadinya transaksi jual beli barang

mewah.

b. Tarif pajak progresif, dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan

aEar pihak yang memp€roleh penghasilan tinggi memberikan

kontribusi (membayar pajdk) yang tinggi pula, sehingga teriadi

pemerataan PendaPdtan.

c. tarif pajak ekspor adalah nol persen, dimaksudkan agar para

pbngusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia,

s€hingga dapat memperbesdr devlsa negara'

d. pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri

tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baia, dan lain-

lain dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap

in,Justri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi'
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e. pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang

diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota

dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di

lndonesia.

f. pemberlakuan tax holiday dimdksudkan untuk menarik investor

asing a$ar menanamkan modalnya di lndonesia'

a. Pengertian Pajak Daerah

Secara umum, paiak acialah iuran waiib anggota masyarakat kepdda

negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah

tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dalam konteks

daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerihtah

daerah (misal : Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan

peraturdn daerah masing-masing dan hasil pemUngutannya digunakan

untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Sedangkdh menurut UU No. 18

Tahun 1gg7 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimdaa

diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran

wajib yend diHkukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa

imbalart langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan

berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan

Pembangunan Daerah.
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b. Kriteria Paiak Daerah

Kr'rteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan criteria pajak pusat,

yangmembedakankeduanyaadalahpihakpemungutnya.Pajakpusat

yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan paiak daerah yang

memungut adalah pemerintah daerah. Kriteria paiak daerah secara spesifik

diuraikan oleh Davey (1988) dalam bukunya Financing Regional

Govemmanf, yang terdiri dan 4 (empat) hal yaitu:

1. Paiak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasakan pengaturan

daridaerah sendiri,

2. Paiak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi

penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah,

4. Pajak yang dipuungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pUsat

tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Dari kriteria pdlak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengrtian p4ak

daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di

wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat- Pajak

yang dipungut diwilayah daerah ini dikenal sebagai pajak daerah terdiri

dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB), Pajak tsahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak

pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan'
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Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Paiak Reklame' Paiak

penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

sedangkan bagi hasil pajak, misalnya PBB (Paiak Bumi dan

Bangunan). pBB ini pengadministrasian data objek pajak melibatkan

Pemerintah Daerah, khususnya ditingkat pedesaan. Demikian pula

pemungutannya, Pemerintah Desa/Kecamatan juga terlibat' Hasil

pemungutannya disetor ke Kas Negara Pajak daerah yang dibahas di

sini hanya pajak yang dipungutdiwitayah daerah saja'

G. Pajak Dabfah ddn Retribusi Daerah

a. Jenis-Jenis Paiak Daerah

Dalam literatur paiak dan pubtic ftnance, pajak dapat diklasifikasikan

berdasarkan golongan, wewenang, sifat dan lain sebagainya- Pajak Daerah

trermasuk klasihkasi pajak menurut wewenang pemungutnya. Artinya, pihak

yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah adalah pemerintah

daerah. SelarrJutnya, pajak daerah ini dapat diklasifikasikan kembali menurut

wilayah kekuasaanpihak pemungutnya. Menurut wilayah pernungutannya

paiak daerah dibagi menjadi:

1). Pajak propinsi

Pajak Propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah

daerah tingkat propinsi. Paiak propinsi yang berlaku di lndonesia sampai

saat ini, terdiri dari:
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2)

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan

Pajak Kabupaten/Kota

Pdjak kdbupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh

pemerintah dabrah tingkat kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota yang

berlaku di lndonesia sampai saat ini, terdiri dari: (a) Pajak Hotel (b) Pajak

Restoran (c) Pajak Hiburan (d) Pajak Reklame (e) Pdjak Penerangan Jalan

(0 Pajek Pengdmbilan Bahan Galian Golongan C

Pungutan Pajak

bisadari atau tidak pada hakekatnya pajak daerah merupakan

pungutan ydrlg dikenakan terhadap seluruh rakyat di suatu daerah. Segala

bentuk, pungUtan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintHh ddbrah sebenarnya merupakan pengurangan hak rakyat oleh

pemerihtdh. oleh karena itu, dalam pemungutannya tidak boleh

diskriminatif dan harus diupayakan bersifat adil. Dalam perpajakan

keadilan haruslah obyektif dan dapat dirasakan merata oleh rakyat. Atas

dasar pemikiran tersebut maka diperlukan landasan berpikir dalam

melakukan pemungutan pajak. Landasan berpikir yang mendasari

3)
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pemungutan paiak ini dikenal dengan azas pemungutan pajak' Azas saja

tidaklah cukup, perlu justifikasi yang melandasi konsep berpikir yang

rasional dalam pelaksanakan pemungutan pajak tersebut, konsep inilah

yang dikenal dengan teori pungutan paiak'

D. Pafak Kendaraan B6rmotor

YangdimaksudPajakKendaraanBermotoradalahpajakyang

dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor'

sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang

dipun$ut atas penyerahan hak milik kenCaraan bermotor sebagai akibat

perianjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang teriadi

karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam

badan usdha

1. Jenis Pajak Kefldaraan Bermotor

Trby J Caulby (Azhari samudra, hal.61) menyebutkan bahwa

beberapa pajak dapat dikenakan atas kendaraan bermotor' Jenis paiak itu

terdiri dari:

a. Motor Fuets IaxlMFT (Pajak Minyak atas kendaraan bermotor)

b. Motor Vehicte Licence lax MVLT (Pajak Lisensi atas kendaraan

bermotor)

c. Licence IaxlDLT (Pajak atas Surat lzin Mengemudi)

d. Motor Vehicle Furchase IaxlMVPT (Pajak Pembelian atas Kendaraan
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b.

c.

d.

e.

bermotor)

2. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak terhadap kendaraan bermotor dapat

ditentukan sebagai berikut:

a. Gross weight/Net weight (berat kotor atau berat bersih kendaraan

bermotor)

Horce Power (kekuatan mesin)

Ownerchip (pemilikan)

Seaf Capacity (Kapasitas tempat duduk)

Type (Jenis kendaraan)

Dasar pengenaan pajak tehadap gtoss weighunet weight

disebdbkan karena semakin berat suatu kendaraan maka semakin bebar

pula kerusakan yang ditimbulkannya dijalan raya, sedangkan criteria honse

power disebabkan semakin besar kapasitas selinder suafu kendaraan,

maka semakin besar pajaknya. Ownerchip berhubungan dengan pemilikan

kendaraan yaitu apakah pemilik pribadi atau badan, dan yang sebanding

denlan itu. Mengenai kriteria ownership, menurut paiak pembelian karena

adanyd gejala spekulasi obyek ( kendaraan bermotor) oleh pedagang-

pedagang kendaraan bermotor. Disamping itu, sebenamya nilai jual

kendaraan bermotor tersebut bisa disamakan dengan perjanjian harta tak

gerak.
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Dalam pengenaan paiaknya diadakan pembagian dalam dua golongan.

ffingpn pertama, adalah golongan kendaraan bermotor yang dianggap

ffii, dikenakan 1o% dari harga beli (manufactured price'1. Golongan kedua,

rlahh kendaraan bermotor yang dinggap bukan barang mewah' Dalam

plgpilian berikutnya dapat disebut sebagai kendaraan bekas (used caf1,

&rakan 5% dari harga beli.

Dengan Undang-undang No.10 tahun 1968 itu, bersama-sama dengan

R*tk Bangsa Asing (PBA) dan Pajak Radio, maka Bea Balik Nama

Haraan Bermotor (BBN-KB) diserahkan kepada Daerah Tingkat l'

Di beberapa propinsi di lndonesia pemberlakuan BBN-KB disesuaikan

&rgan kondisi wilayah dan tujuan yang hendak dicapai dari pemungutan

BBttl-KB. Agar. pemungutan BBN-KB efektif dan berhasil guna, maka

Entuan terbaru yang ditempuh ialah:

a- gemperluas obyek pajak BBN-KB, yaitu penguasaan kendaraan bermotor

yang melebihi ''12 bulan berturut-turut termasuk dalam pengertian

penyerahan kendaraan bermotor.

b- Menurunkan tarif BBN-KB yang semula 2,5o/o rnenjadi 17o.

c- Memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Secara

proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan baik dari segi penggunaan

kendaraan bermotor maupun penyerahannya.
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secara umum tujuan dari pembayaran Bea Balik Nama Kendaran

lffi(BBN-KB)yangke-l(pemilikawal)adalahuntukmemperolehBuku

|tfl< kendaraan bermotor (BPKB). Sedangkan tujuan dari pembayaran

mlKB yang ke-ll, ke-lll (pemilik berikutnya) dan seterusnya dituiukan

dpqgai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Tanda Nomor

Mraan (STNK).

tlalam membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)' baik

lmg kel, ke-ll, ke-lll dan seterusnya, pemilik kendaraan bermotor harus

mnbayar biaya-biaya sebagai berikut:

e- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) itu sendiri,

b- Etiaya Formulir BBN-KB

c. Biraya Pengolahan Data Elektronik (Komputer)

d- Biaya Administrasi Pembuatan BPKB.

Biaya-biaya di atas, seperti BBN-KB itu sendiri, biaya fomqk B8$hKR

fui biaya pengolahan data Elekronik merupakan penerimaan Pemerintah

thrah setempat. sedangkan biaya administrasi pembuatan BPKB

nrenrpakan penerimaan Kepolisian Republik lndonesia, dalam hal ini adalah

polda daerah setempat. Biaya ini dHdekan berdasarkan Perintah Kepala

tkpolisian Rl No. Pol : Frint t0ltlll/1976.

SrrbYek dEn QFYPF Paiak BBNKB

c- SubYek Pajak
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ta

subyek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau,badan yang menerima

penyerahan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan administrasi BBNKB,

subyek pajak disebut sebagai wajib Pajak yang bertanggung iawab terhadap

pembayaran BBNKB.

Wajib Pajak BBNKB dapat terbagi menjadi:

1) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersanlkutan, kuasanya,atau ahli

warienya.

2) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya'

Dalam hal wajib Paiak orang phibadi atau badan yang menerirna

penybrahan kendaraan bermotor tidak memtiClar BBNKB terutang.baik

seba$ian maupun seluruhnya, kuasa atau dhli waris atau pengurus

bertafiggung renteng atas pelunasan BBNKB tersebut'

b. Obyek Pajak

Obyek pajak dapat diartikan sebagai sdbaran pengenaan pajak ddn

dasar untht< menghitung paiak yang terutdng. Yang meniadi obyek BBNKB

adalah p6nyerahan dalam hak milik. Sesuai dbngan pengertian tersebut,

maka BBNkB tidak dikenakan pada setiap p$rryerahan yang bukan hak

milik seperti perjanjian sewa menyewa.

Termasuk dalam penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah No.2 tahun 1998 ini

adalah:
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1) Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara

tetap kecuali :

a. untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan;

b. untuk diPerdagangkan;

c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean lndonesia;

d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga

bertaraf intemasional.

2) Penguasaan kendaraan benrlotor yang melebihi 12 (dua belas bulan )

kecuali penEuasaan kenddradn bermotor karena perianiian seWa dan

I

ledsing,

Penegasdn arti penguasaan tersebut dimaksudkdh untuk

menjhinOari pbriyelundupan BBNKB yahg dilakukan oleh seseordflg atau

uddan.
ll

Behdaparkan Peraturan Pemerintah Rl tlo. 65 tahun 2001 teilthng Pajak

Degrdii {etah dftetapfan besamya tarif BBNkB Sebagai berikut :

1) tdri+ Bea BCtit< Nama Kendaraan Bentiotor dtas penyerahan pertama

ditetapkan sebesar:

a) 10 % (sepuluh persen) untuk kenddraan bermotor bukan umum

b) 1b % (sepuluh persen) untult kEndAhban bermotor umum

c) 3 ort (tiga persen) untuk kendardan bbrmotor alat-alat berat dan alat-

alHt besar.



24

2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermctor atas penyerahan karena

warisan ditetaPkan sebesar :

a\1o/o(satupersen)untukkendaraanbermotorbukanumtJm

b) 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum

c)0.03%(nolkomanoltigapersen}untukkendaraanbermotoralat

alat berat ddn alat-alat besar'

E. Penelitian TeidchUlu

1. Rosnaini (2d04) dalam tesisnya yang beriudful, Pengaruh Pendapatan Asli

DaerAh eAD tbrhadap Alokasi Anggann Pendapatan Belania Daenh

(APBD)KdbupatenPinrang,menunjukkanbahwasektorpertanian

merupdkan $ector yang memberikan andil terbesar dalam kegiatan

.

perekorlomidn Kabupaten Pinrang, yaitu sebesar 61,16 persen terhadap

PAD arltara tahun 1999-2003, disusl oleh sector perdagangan yaitu sekitar

11,17 persen pada tahun 2003 dan merupakan urutan terbesasr kedua

dalarn kontribusi terhadap total PAD. Sementara sektor jasa memberi

sumbangna teftadap PAD sebesar 8,86 persen'

2. Yustina Guling (2004) dalam penelitiannya yahg beriudul, Analisrb Potensi

Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan As/i Daerah di

Kabupaten soppeng, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 57 bulan'

rasio keuangan yang terdiri dari retribusi jasa umum sebesar 27'4 persen

dan retribusi jasa usaha sebesar 20,23 persen, dan retribusi perizinan
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)

x.

t
ia

tertentu sebesar 3,19 persen dikategorikan masih sangat rendah' Hasil

analisisnya menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan dari retribusi

iasa usaha dan retribusi perizinan tertentu terhadap Y, baik secara

simultan maupun secara parsial, dan retribusi iasa umum merupakan

retribusiyag domindnt berpengaruh terhddap Pendapatan Asli Daerah'

3. Abdullah (2002), ddlam penelitiannya yang berludul Pennan Pemerintah

Daenh dalam hal Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dadtah

,i'

Tingkat tl l(AbupatEn Flnnnry, mbnyatal<an bdhwa dalam pelaksdndan

petnurfdutan paiak bumi dan bangunan Perhbtintah Daerah Tingkat ll

setiap saat telhh membentuk suahr tim perlagihan paiak yang dikoordinir

t--

oeh Dlnas Penddbatan Daelah untuk turun ke bawah membantu para

routtor/repbla kampong. Hambantan yang dihadapi adalah masalah de13'

mdsaHh waiib paiak yang berada di luar kdbupaten, dan penyarhpaihan

SPFT/Administrasi

a-
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BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kerangka KonsePtual

KinerjaataspendapatandaerahbidangPKBdanBBNKBdapat

dicapaijikakineriaoperasionaldankineriaadministrasimendapat

perhatian yang serius dari Pemerintahan Propinsi sularr'resi utara' Kineria

operasionalmeliputiperbaikanpelayanan'saranadanprasarana'

Sedangkankinedaorganisasidanmanaiemenmeliputipenerapanfungsi.

fungsi manaiemen secara konsisten, administrasi pelaporan atas

penelrimaan,kepemimpinandankomunikasidenganmasyarakat.

Kineriaorganisasidanmanajemenmaupunkineriaoperasional

merupakanpermasalahanutamayangmemicurencahnyakineria

pendapatan daerah dalam rangka tertibnya mekanisme pelayanan dan

kemudahannya-

secara ringkas dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan kineria

pendapatan daerah, maka pemerintahan propinsi sulawesi utara

mewuiudkansasarandariperspektifpenggunajasadanharusmampu

memberikanjasayangmenghasilkannilaiterbaik.

Kerangka konseptual ini dengan gambaran secara umum yang

berkaitan dengan penelitian pendapatan daerah bidang PKB dan BBNKB

daPat dijelaskan sebagai berikut:

26
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I

!

iukur dengan , -lI nngka AER semakin besarrkedt, berartf sernakin ebktif dan efisien II Semat<in kecil bemrti senrakin tidak efiektif dan tidak efisien. 
_J

I

I
Menuniang penyelenggaraan

BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL
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1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah terdiri dari dua kata yaitu "otonomi' dan *daerah".

Pengertian kedua kata ini dapat diuraikdn agar dapat lebih mudah ufltuk

dipahami. lstilah otonomi asal katanya berasal dari kata, autos yan$ berarti

sendiri dan nomos yang berarti perintah, sehingga otonomi daerah berarti

memerintan senJiri.

Sehubungan ddngan penJertian di atas, maka dalam konsep tata

petneril'rtdhan di daerah, otbnOhi diartikan sebagai hak untuk menlatur

ddn menfunJt tumah taflgla Sbndiri, sebagaimana yang terddpat ddlam

Urldang-UrlOdng No. gZ tahdn 2004, pasal 1 bagian (h) sebagai beHkut :

i

"Otbnoml dadl.ah aCahh kev{bhangan daerah otonomi untuk mengatrJr dan

mehgurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masydlakat sesuai dengan peraturan perundang-

undan$an"

Mengingdt negara hepublif lndondsia adalah sebagai negara yang

bersendlkan asa kedaulatdn rakyat (negara demokrasi), dan

memperhatikan faktor-faktor sosial kultu€l dan geografisnya maka,

pemerintah wajib memberikan otonomi kepada daerah untuk turut serta

mengatur l.trmah tanddC daerahnya sdndiri

KeWenangan pbmerintah Caerah dalam mengurus rumah tangganya

sendiri dapat dilihat dalam cirinya sebagai berikut:
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a. segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah

d'rjadikan urusan-urusdn rumah tangga sendiri, yang perlu ditegakkan

secara terPerinci-

b. Penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh alat-alat

perlengakapan yang seluruhnya bukan terdiri dari para pejabat pusat,

tetapi iuga pegawai pemerintah daerah'

c. Penanganan stsgala Urusan itu seluruhnya diSelenggarakan atas dCsar

irli5iatlf atau kebiJdk$anaan sendiri-

d. Huburt$an per,herilltdh pusat dengan pemerihtah dderah ydng

mehgurus rumah tang$anya sendiri ddalah hubungan pengawasan

saja.
:

e. Seltrruh penyebngaraannya pdda dasamya dibiayai dari sumber

keudt\gdn dderdh sendiri-

ddri lenjeldsan pasal 18 Unddng-Undang Dasar 1945 yang

merupakdn hndasan bagi pemerintdh daerah, dapat disimpulkan bahwa

Negara kesatuan Republik lndonesia dapat dibentuk daerahdaerah

otonomi gang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus

rumah tartdda sendiri.Dan daerah{aerah yang telah dibentuk rnempunyai

tugas mehbentuk perundangan sendiri yang kemudian dilaksanakan

sendiri, ini bertujuan untuk mengatur masyarakat guna kepentingan

bersama dalam batas-batas dan kewenangan daerah itu sendiri.
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Adapun otonomi yang dimaksud dalam undang-undang No. 32

tahun 2004, adalah otonomi yang nyata dan bertanggung iawab' Otonomi

nyata adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan

pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan

tumbuh, hidup dan berkembang di dderah. sedangkan otonomi yang

bertanlgung iawab adafah berupa perwujudan pertanggungiawaban

sebdgai konsekubnsi pemberian hak dan kewenangan kepada ddbrah

dalam wujud tulas, feWajlUan yang harus dipikul oleh daerah ddlam

pmi, berupa peningkatan pelayanan danmencapdi tuluan Pembbrlan oton

kesejahteraan mdsyardkat, pengemban$an kehidupan demokrasi,

1

keadilJn, pemeratdan, p€meliharaan hubungdn yang serasi antara pgsat

dan ddbrah serta dntar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Ne$ara

Kesatudn ReFuUlir lndonesia.

;

B. Hipot$ls

1. Pemurlgutan Paiak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama

Kenddiadn bermotor di Propinsi Sulawesi Utara belum efisien dan efektif

2. Kontribusipungutan Paiak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam PAD Propinsi Sulawesi

Utara cukup besar.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

PenelitianinidilakukandisulawesiUtara(Sulut)yaitumeliputi

Kantor Gubernur propinsi Sulawesi utara, Dinas Pendapatan Daerah dan

Samsat.Pertimbanganpenulisuntukmemilihlokasitersebutkarena

keteriangkauan penul'rs dalam mengakses data dan lokasi sehingga dapat

memperlancar penlebsaian penulisan ini'

Dalam melakukan penelitian, pene|iti mulai dengan observasi awal

untuk memperoleh informas'rjnfonnasi yang berkaitan dengan masalah yang

dihadapi Pemerintah Propinsi sularruesi utara dalam rangka pengelolaan Paiak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam rangka

Otonomi Daerah

Selanjutnyapenelitianiniakandirencanakanberlangsungdilapangan

selamaduabulanyaitupadabulanPebruaris/dJuni2006

B. Metode PengumPulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara

mengadakan wawancara langsung dengan Pejabat daerah pada Dinas

Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Utara

3l
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2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil

dokumendokumenyangberkaitandenganmasalahpenelitiantersebut'

baik laporan keuangan, penerimaan aslidaerah serta lainnya yang terkait

dengan p"n.litian yang dlbutuhkan'

C Jeltls dan SumUAr fata.,.'
Jenis ddta yang dikumputkan berupa data yang bersifdt kualitatif dan

kuarttitatif sedritfdkdn sdlrrber perolehan data dari data sEkunder yang

diplroleh berupb dqkumendokumen baik yang ada dinas pendapatan

daefah dan $dmsdt maupun dari luar obtek penelitian yang ada

,:
hubuhgannya dUn$an $enelitian ini.

D. PopulCsi dan S$rtrbel

Populasi dan sampelyang akan diambil berupa kendaraan bermotor

roda dr.la dan roda empat pada Dinas Pbndapatn Da€rah dan Samsat

",,
Ditlantas PropoinSisulavrresi tJtara 50 % dari UPTD yang ada sebagai

.;i,.i

pengelola pendapatan PKB dan BBNKB.

E. Metode Analisl$

Berdasarkdn rhdsalah pokok dan hipbtesis yang diajukan dalam

penelitian ini, maka rhetode analisis yang akan digunakan adalah :

1. Administrative Efficienscy Rafio (AER) yang menggambarkan

kemampuan pemungutan sumber pendapatan daerah berdasarkan

potensi yang ada melaluitiga pendekatan yaitu sisi pungutan atas :
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Penerimaan pendapatan PKB dan BBNKB

AERmenggambarkanpersentasekemampuanmemungul(taxing

capacity) terhadap potensi (taxabte capacityl. Angka AER dari segi

penerimaan pungutan ini, diperoleh melalui perbandingan antara jumlah

realisasi'penerimaan dengan potensiyang ada' dengan rumus :

AER: ffixl0ff/o
semakin besar an$ka AER yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat

efisiensinYa

b. Subjek pendaPatan PKb dan BBNKB

AER menggambarkan persentase jumlah subjek pungutan )€ng

dapat dijaring oleh unit/instansi yang menangani pemungutan, balk untuk

subjek yang sudah terddftiar dalam arti insifikasi (deepe ning) maupun

sublef yang belum terdaftiar dalam arti ekstensifikasi (widening\' Dengan

rumus:

Jumtah subyel! te4aftfr xl00%o:@^rvv/v

Jumlah subyek belunl ter-daftar x 100%:@ek

AER sub I

AER sub E

Semakin besar angka AER yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat

efisiensinya. Angka ini menunjukkan kemampuan menjaring subjek
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pungutan dan mengukur apakah tujuan peniaringan subjek pungutan

telah daPat dicaPai jumlahnYa.

c. Obyek PendaPatam FKB dan BBNKB

Dari sisi obyek pungutan, AER menggambarkan persentase

objekpungutanyangterdaftarterhadapobiekpungutanyangbelum

terdafftir. Angka AER dari segi obiek pungutan ini, diperoleir melalui

perbandingan dntara jumlah obyek pun$utan yang telah terdaftar dengan

jumlah objek pungutan yang belum terdaftar, dengan rumus :

AERobyek : x100%

Semakih besar angka AER yang diperoleh maka semakin tinggi tingkat

eflsiensinya. Angka AER ini menuniukkan kemampuan menjaring obyek

ptlngutan dan mengukur apakah tujudn penjaringan objek pungutan telah

dapat dicaPai jumlahnYa.

2. Perhitungan Atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Namd

Untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor terutdng dengan

rumus sebagai berikut (Azhari Samudra , hal'66) :

DasarPengenaanPajak(DPP)=NilaiJualKendaraanBermotorxBobot

Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor = 1,5 o/o x Dasar Pengenaan Paiak'

BBNKB terutang = Tarif BBNKB x Dasar Pengenaan BBNKB
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F. Definisi OPerasional

Untukmenyatukanpersepsidankesamaanpandanganmakaakan

dikemukakan definisi operasionaldari beberapa istilah dalam penulisan ini

adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang diberikan oleh pribadiatau badan

tamPa imbalan.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah bea yang dipungut oleh

Daerah atas setiap penyerahan kendanaan bermotor dalam hak milik'

dan dinYatakan dalam ruPiah

3. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih beserta

gandengannya yang digerakkan oleh peralatan mesin dan digunakan di

ialan raya.

4. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas
)

kepemllikan kendaraan, dan dinyatakan J"lar rufian.

b. pendaldtan Asli Daerah (PAD) aOalah pendapatan yang diberdleh

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan,

dan dinYFtakan dalam ruPiah.

6. Pendapatan daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak'

retribusi daerah, hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain pendaPatan Yang sah.

i1
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Daerah Penelitian

1. Keadaan Geografi

PropinsisulawesiUtaradenganibukotaManadoterletakantara0"lS'.

5034' lintang utara dan antara 123"07',-127"10'bUjUr Timur, yang berbatasan

dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina dan Laut Pasiftk disebelah utara

serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-

masingadalahTelukTominidanPropinsiGorontalo.

Luas wilayah sulaurei u{ara tercatat 15.221.C6 km2 (luas ini memang

mengalami perubahan karena dihitung dengan menggunak'an peta rupa bumi

skala 1:50.000) yang meliputi enam kabupaten dan tiga kota' Bolaang

Mongondow merupakan kabupaten terluas dengan luas wilayah 8-358,M km2

atau 34,91 persen dari wilayah Sulaurcsi Utara'

Di Sulauresi Utara terdapat 41 gunung yang terletak pada beberapa

kabupaten/kota- sedangkan iumlah danau tercatat ada sebanyak 17 danau

dan iumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Utara sebanyak 30

sungai.

Berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi, rata-rata

temperatur di Kota Manado dan sekitarnya sepanjang tahun 2003 adalah

sekitar 26,7"C.

71
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pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari enam daerah kabupaten

dan tiga daerah kota. Berdasarkan data tahun 2OA4 terdapat 97 kecamatan

dan 1.204 desa termasuk Unit Pemukiman Transmigrasi.

Dari 1.204 desa tersebut menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan pemerintahan Desa Sulawesi Utara dapat dibagi menjadi tiga kategori

yaitu desa swadaya yaitu sebanyak 12,75 persen, desa swakarya sebanyak

40,96 persen dan desa swasembada sebanyak46,28 persen'

Jumlah keputusan DPRD Sulawesi Utara selama tahun 2Oo4- sebanyak

g3 keputusan dengan jenis keputusan terbanyak adalah Keputusan Pimpinan

DpRD yaitu 30 jenis atau sekitar 32,26 persen. Sedangkan bila dilihat per

bulan, keputusan terbanyak yang dihasilkan DPRD Sulawesi Utara teriadi

pada bulan Januari dan November yaitu masing-masing 15 keputusan dan

yang paling sedikit teriadi pada bulan Juli, September dan Desember masing-

masing hanya 3 keputusan.

2. Sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk setiap

manusia,sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui

pendidikan merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Banyaknya murid SD pada tahun 2OO4|2OO5 mencapai jumlah 250.326

orang, sedangkan iumlah guru mencapai 14.358 orang sehingga rasio antara

murid dan guru SD sebesar 17,43.
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3. Sektor Keeehatan

Banyaknya rumah sakit di Sulawesi Utara beriumlah 25 buah dengan

rincian rumah sakit umum sebanyak 9 buah, rumah sakit swasta 12 buah dan

rumah sakit Tni sebanyak 4 buah. Tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum

tercatat sebanyak 298 orang, dokter spesialis 18 orang dan dokter gigi 33

ofiang, sedangkan apoteker dan sarjana kesehatan masing-masing 7 dan 21

orang.

Pada tahun zO(4 di Sulawesi Utara terdapat 126 Puskesmas, 663

Puskesmas Pembantu, 26 Puskesmas keliling darat 4 Puskesmas keliling

laut, 60 puskesmas rawat inap dan 40 poliklink desa.

1. 4. Sektor Agama

Tempat peribadatan umat lslam di Sulawesi Utara yaitu masjid pada

tahun iOOg berluntlah 799 unit. Tempat peribadatan untuk umat

Kristiani,Hindu, dan Budha, masing-masing berjumlah 3.201 gereja Kristen,

309 gereja Katolik, 28 pura dan 19 vihara.

5. Sektor Peftaniin

Pembangunan ekonomi pada sector pertdnian dimaksudkan untuk

meningkatkan pendapatan petani dan meme-ratakan pembangunan

pedesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan usaha-usaha

seperti intensifi kasi, ekstensifikasi, diversifi kasi dan rehabilitasi.

r-a
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Luas daratan provinsi Sulawesi u'tara adalah 1.516.876 Ha di tahun

zl}4,luas tersebut terdiri dari lahan sawah &-457 Ha (4,25 persen dari total)

dan lahan kering seluas 1.452.419 Ha (95,75 persen dari total).

Produksi padi sawah dan padi lading naik dari 369.930 ton pada tahun

2003 menjadi 407.358 ton pada tahun zO0/- dan rata-rata produksi per hektar

juga naik dari 43,84 ton/ha pada tahun 2003 meniadi 4,O7 ton/ha pada tahun

200/..

Komodititanari.ran perkebunan yang potensial di Sulawesi Utara adalah

kelapa, cen$k€h, pald, kopi, dan coldaL

Berdasarkan cartatan yang dipefo|eh dari'binas Perkebunan, pada

tahun z[O4tercatat luas areal tanaman kelapa seluas 258.293 Ha, cengkeh

T7.S81Ha, pala 11.247 Ha, kopi 9.733 ha dan coklat 10.517 Ha. Produksi

tertinggi dari kothddltitersebut adatah kelapa yaitu 245.719 ton.

[a dad Dinas Kehntanan, produksi hasil hutan pada tahunBerdasarkan dal

2l}2yaitu benlpa keyu buht 1.T71M3dan kayu ger$aiian792.723,33 M3 -

Produksi daging hanya mengalami peningkatan dibanding tahun

sebelumnyd, ydlttl sebesar 5,78 persen. Produksi telur ayam ras juga

mengalami peningkatan sebesar 29,31 persen.

Produksi perikanan darat tahun 2OO4 mengalami peningkatan yang

cukup berarti yaitu sebesar 2.232,5 ton (20,58o/o) dibanding tahun
)

ta
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sebelumnya. Kondisi ini iuga diikuti dengan nilai produksinya yang meningkat

yaitu sebesar 37,19 milyariuta rupiah (55,93Yo)'

6. Sektor lndustri

Sektor industri dapat dibedakan atas irdusti besar, sedang' kecil dan

rumahtangga. Data mengenaiindusfii besardan sedang tersedia setiap tahun'

yang dikumpulkan dengan cara sensus leqgkap; sedangkan data industri kecil

dan rumahtanglga tidaktersedia setitp tahun'

Berdasarkan hasil survei irdustri besar/sedang tahun zO04 di Sulawesi

Utara terdapat 74 penrsahan dengan iwnlah tenaga keria yang terserap

sebanyak g.7szorang- Sedargkan pengeluaran untuk membayar tenaga keria

selama tahun 2Oo4 yaitu 90 milyar rupiah bbih'

Biaya input perusahaan industi besar dan sedang tahun 2A04. sebesar

. ) AAA 
--:l- -^-

t..+AZ milyar rupiah, sedarlgkan nilai ou$ut sebesar 1.938 milyar rupiah,

sehingga nilai tambah atas dasar harga pasar untuk sektor industri besar dan

sedang tahun zOM metrcapai4T6 milyar rupiah-

7. Sektor Air illttum

Dewasa ini, kebutuhan air bersih semakin dirasakan oleh masyarakat

perkotaan. Hal ini merupakan dampak dari tingginya kepadatan penduduk

daerah perkotaan yang dibarengi dengan langkanya sumber air bersih'

Disamping itu manajemen perusahaan daerah sebagai pengelolah ternyata

at
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selama ini kurang profesional, sehingga sebagian besar dalam operasionalnya

mengalami inefisiensi.

Di samping itu sumber air bersih ini meniadi masalah utama terutama

daerah yang tata ruangnya tidak konsisten sehingga teriadi pen@maran

lingkungan dan dapat membawa dampak terhadap kesehatan masyarakat'

Data yang tersedia menunjukkan bahwa selama tahun 2003, air yang

didistribusikan oleh 11 perusahaan di sulawesi utara tercatat sebesar 2O'{A

juta m3 dengan nilai 28.066,27 Ifta rupiah. Pendistribusian air disalurkan ke

berbagai golongan konsumen antara lain : 19,77 iuta m3 ((A,37o/o') unhrk

perusahaan atau pertokoan, industri instansi pemerintah, hoteuobyek wisata

dan rumah tenrpat tirggal sedangkan 1,18 iuta mt (5,630/o) ke tempat ibadah'

rumah sakiUbadan social, umum dan sebagainya'

8. Sektor L'lstik

Tenaga listik di Sularrrresi Utara sebagian terbesar disuplai oleh

perusahaan Listrik tlegara (PLN). Kebutuhan listrik ini semakin bertambah

besar setiap tahunnya seperti yang tercermin dari laporan penjualan PLN

Wilayah Sutawesi Utarh tdhun 2001 ydng tercatat 578.047.875 [(VVH, dan di

tahun ZOOZ meningkat sebesar 3,71 persen atau naik menjadi 599-512-734

t( /H.

Jumlah pelanggan listrik pada tahun 2OA2 sebanyak 414-593 pelanggan

atau naik sekitar 2.52% disbanding tahun sebelumnya yang beriumlahi'-

rf
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404.421pelanggan, dengan angka rata-rata perkapita tercatat sebesar 3'253

VA/pelanggan dan 4.498 l(A/H/pelanggan'

9. Sektor PerhubunEan, Hotel dan Pariwisata

Pembang unan kepariwisataan dituiukan pada peningkatan kemampuan

untuk menggalakkan kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai sektor'

Kegiatan pariwisata diharapkan mampu membuka lapangan keria,

peningkatan pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah wisata

serta penerimaan devisa ba$i negara'

lndikator kegiatan kepariwisataan di suldwesi utara tercermin dari

jumlah wisatdwan baik asing maupun nusetntard. Jumlah wisatawan asing

pada tahun 2003 tercatat 11.934 orang dan meningkat menjacii 16.406 orang

pada tahun 2OO4.

peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Utara

seiring dengan meningkatnya jumlah prasarana wisata yang tersedia seperti

hotel dan akomodasi lainnYa-

Jumlah hoteUlosmen yang tidak berbintang dan akomodasi lainnya

pada tahun 2OO4 sebanyak 112 unit yang menyediakan 2.089 kamar dan

2.916 tempat tidur.

lndikator lainnya dari kemajuan sektor hotel dan pariwisata adalah

Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK). Pada tahun 2004, TPK Hotel

Berbintang di Sulawesi Utara tercatat 51,46 persen, naik dibandingkan tahun

ia
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2003 yang tercatat 50,35 persen, sedangkan TPK Hotel Melati pada tahun

zoo4 tercatat 3g,7g persen, meningkat dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang mencapai 38,il persen'

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar u,zl persen' tahun

zilOzsebesar Rp104,67 milyar iika dibandingkan dengan tahun 2001 sebesar

Rp77,99 milyar meskipun rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan

Propinsi Sulawesi Utara sebesar 22,23 persen'

Porsiterbesar dari Pendapatan Asli Daerah sulawesi utara addlah dari

pajak yaitu sebesar 81,78 Persen' 
i

Rata-rata kenaikan harga barang dan iasa dapat diukur dari besamya

angka inflasi. lnflasi Kota Manado tahun 2003 adalah hanya 0,69 persen'

angka ini sangat rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi Nasionalyang

mencapai 5,06 Persen.

Bila dilihat per bulan, maka inflasi tertinggi tedadi pada bulan Agustus

yaitu seb esar 2,67 persen dan inflasi terendah teriadi pada Januari yaitu

sebesar -3,40 Persen.

Bila dilihat menurut kelompok barang dan jasa, sumbangan inflasi

terbesar untuk tahun 2003 adalah dari kelompok pendidikan, rekreasi dan olah

raga yaitu sebesar 22,14 persen dan terendah kelompok bahan makanan -

14,06 persen.

It
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B. Analisis Efektivitas Paiak Kendaraan Bermotor

Penyelenggaraanotonomidaerahsecaraluas,nyatadan

bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali

sumber - sumber keuangan sendiri yakni dengan melakukan peningkatan

pendapatan asli daelah (PAD) baik dengan meningkatkan penerimaan

sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah ada maupun

menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru sesuai dengan

ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi

masyarakat Yang ada-

sulawesi utara sebagai salah satu propinsi yang mengurus rumah

tangganya sendiri perlu menggali potensi-potensi ekonomi masyarakat

yang ada dalam wilayahnya agar dapat menuniang penerimaan keuangan

daerah dalam rangka otonomi daerah. Salah satu sumber penerimaan

tersebut adalah yang berasal dari sector paiak dalam hal lebih khusus

Paiak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB).

paiak kendaraan bermotor dan bea balik nam€l kendaraan

berrnotor dalam pelaksanaannya merupakan pajak yang dikenakan atas

kendaraan bermotor yang meliputi pajak minyak atas kendaraan

bermotor, pajak lisensi atas kendaraan bermotor, pajak atas surat isin

mengemudi dan pajak atas pembelian kendaraan bermotor-
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*, Obiek paiak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor

&if$, adalah kendaraan bennotor yang beroperasi di jalan raya. Berdasarkan
h

F'

ffil data yang tercantum dalam buku Sulawesi Utara dalam angka tahun
,:- 

vere tet'v

h ZOS111OOS yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik keriasama
Iit
:,, Oengan pemerintah daerah Sulawesi l.Jtara (Mei, 2006), iumlah kendaraan

' bermotor vans ada di Propinsi Sulawei Utara selama 5 (lima) tahun

' terakhir dapat dlsaiikan sebagai berikd :

'lil
riL

,l'
ri l'
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Tabel 3

Jumlah Kendaraan Bermotor

Di Propinsi Sulawesi Utara

Tahun 2001 s.d.2005

( Dalam Unit )

Dari tabel 3 diatas dapat diielaskan sebagai berikut :

Tahun 2OO'1, jumlah kendaraan bermotor yang ada di prop. Sulawesi

Utara sebanyak 74.567 buah yang terbanyak adalah sepeda motor

sebesar 40,08yo, kemudian mini bus dan sejenisnya sebesar 30,48o/o dan

light truk & pick up sebesar 14,68%.
;.

Jenis Kendaraan

2,956

3,706

28,1U

829

13,392

4,723

98,392

57

2,836

3,674

26,782

789

12,781

4,575

81,265

53

2,650

3,538

24,OU

726

'|.1,144

3,922

37,984

48

2,753

3,606

25,176

757

11,902

4,228

56,918

50

2,474

3,742

?2,725

667

10,!n7

4,129

29,883

Sedan dan seienisnYa

dan sejenisnYa

Minibus dan seienisnYa

Bus dan seienisnYa

Light Truck & Pic* UP

Sepeda Motor

Alat-alat BeraUBear

Sumber: Ditlantas Polda Sulawesi Utara
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, perkembangan jumlah kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir

menuniukkan kenaikan sebesar 12,78o/o pada tahun 2002, sebesar

25,32o/opada tahun 2003, sebesar 25,97o1o pada tahun 2oo4 dan 14,ilo/o

pada tahun 2005. Kenaikan terbesar teriadi pada ienis kendaraan sepeda

motor, mini bus dan seienbnya, dan kerrudian lighttruck'

untuk mengetahui bbill laniut karnrnpuan dinas perpaialon dalam

meniangkau obiek pai#rya |!rd(a be*ut ini dlsaiikan iumlah kendaraan

benndor yang terffi di |.P[sil, s|ft dirNas paiak selama S(lima) tahun

terakhir, Ydrni:

I
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Tabel 4

Jumlah Kendaraan Bermotor Potensi Pajak

Di ProPinsi Sulawesi Utara

Tahun 2001 s-d. 2005

( Dalam unit )

Dari tabel4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah kendaraan yang berpotensi untuk dipungut pajaknya di prop.

Sulawesi Utara pada tahun 2001 sebesar 69.764 buah, terbanyak adalah

sepeda motor sebesar 38,33o/o, kemudian mini bus dan seienisnya

t.

Jenis Kendaraan

2,684

3,759

18,466

10,331

12,006

4,369

1,468

121,029

37

2,678

3,654

16,857

10,318

10,971

4,169

1,383

85,030

35

2,670

3,742

15,420

10,297

10,459

4,148

1,323

60,683

26

2,657

3,735

14,6A7

10,279

10,445

3,856

1,317

41,749

10

2,496

3,691

13,461

9,255

9,247

3,627

1,243

26,7M

Sedan dan seienisnYa

Jeep dan sejenisnYa

Bus dan seienisnYa

Pick Up

Light Truck

Truck

Sepeda Motor

-alat BeraUBesar

174J49

Sumber: Sub Dinas Paiak Prop. Sulawesi Utara
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sebesar 19,30o/o, bus dan seienisnya sebesar 13,27o/o serta pick up

sebesar 13,25o/o.

Perkenrbangan iumlah kendaraan yarqg terdaftar sebagai obiek paiak

pada kantor subdin. Pajak propinsi sulawesi utara mengalami kenaikan

pada trahun 2OO2 sebesar 27,08%, tahun 2003 sebesar 22,690/o, tahun

l}Usebesar 24,20o/odan tahun 2qF sebesar 28,9'lo/o'

Sedangkan iumlah oblek paiak kendaraan bermotor yang telah

memenuhi kewajibannya membayar paiak selama S(lima) tahun terakhir

adalah sebagai berikut :
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Tabel 5

Jumlah Kendaraan Bermotor Pembayar Pajak

Di ProPinsi Sulawesi Utara

Tahun 2001 s.d. 2005

( Dalam Unit )

Dari tabel 5 di atas, Capat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang

telah dibayar pajaknya pada tahun 2001 sebesar 67.976 buah sedangkan

potensi kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan potensi pajak sebesar

6S.764 buah. lni berarti bahwa sekitar 1.788 buah atau sebesar 2,560/o

kendaraan bermoior yang menunggak pajaknya.

Jenis Kendaraan

2,247

2,575

18,373

9,446

11,716

4,276

1,425

94,482

2,490

3,367

16,828

10,161

10,948

4,O87

1,325

72,058

26

2,476

3,344

15,153

9,908

9,638

3,946

1,256

55,795

22

2,650

3,538

14,601

10,172

10,013

3,670

1,302

37,984

10

2,426

3,6'i0

13,457

9,139

9.194

3,543

1,237

25,370

Sedan dan seienisnYa

dan sejenisnYa

bus dan sejenisnYa

Bus dan sejenisnYa

Pick Up

Light Truck

Truck

Sepeda Motor

Sumber: Sub Dinas Paiak Prop. Sulawesi Utara
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Tahun 2002, yang membayar pajak sebesar 83.940 buah sedangkan potensi

pajak sebesar 88.655 buah. lni berarti bahwa sekitar 4.715 buah atau sebesar

5,32o/o kendaraan yang menunggak pajaknya'

Tahun 2003, yang membayar paiak sebesarlol-s38 buah sedangkan potensi

pajak yang ada sebesar 108.768 buah. lni menunjukkan bahwa sebesar 7'230

buah atau 6,650/o kendaraan bermotor yang rnenunggak pajaknya'

Tahun 2OA4 yang membayar paiak sebesar 121'2gO buah sedangkan potensi

pajak yang ada sebesar 135.095 buah. lni berarti bahwa jumlah kendaraan yang

menunggak pajak sebesar 13-905 buah alau 10,29o/o'

Tahun 2005 yang membayar paiak sebesar 144.751 buah sedangkan potensi

paiak yang ada sebesar 174-149 buah. Dengan demikian maka iumlah

kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya selama tahun 2005 sebesar

29.398 buah atau sebear 16,880/o

Dari tabel 4 & 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa selama 5(lima) tahun terakhir

jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar paiak semakin bertambah

jumlahnya atau semakin besar prosentase tunggakan paiak. lni menandakan

bahwa mekanisme dan carEl pemungutan pajak perlu diperbaiki.

Berdasarkan data tabel 3, 4 dan 5, lebih lanjut dilakukan analisis sebagai

berikut:
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Tabel 6

Perbandingan Jumlah Objek Pajak dengan Jumlah Kendaraan Bermotor

Di Propinsi Sulawesi Utara

Tahun 2001 s-d. 2005

I

Jumlah Kendaraan Bermotor

Polda Sulawesi Utara (unit

Perkembangan (o/o)

Tahun

2001 2002 2003 200/. 2005

74,567

{1.50

84,096

12.78

105,390

25.32

132,755

25.97

152,189

14.il

2 J etdaftar sebagai wajib pajak (unit)

Perkembangan (%)

69,764

25.65

98,655

27.O8

108,768

22.69

135,195

24.30

114,149

28.81

3. Tidak terdaftar (unit)

Perkembangan (%)

4,803

(*.121

4,559

(5.08)

3,378

(25.e0)

2,MO

(27,771

21,960

800.00

4. Telah membaYar Pajak (unit)

Perkembangan (%)

67,976

24.21

83,940

23.8

101,538

20.96

121,290

19.45

14y'',751

19.34

5. Yang menunggak Pajak (unit)

Perkembangan (%)

1,788

124.06

4,715

163.70

7,230

53.34

13,905

92.32

29,398

111.42

% Yang telah membaYar Paiak
97.4 94.68 93.35 89.71 83.12

% yang telah membaYar Pajak

terhadap jumlah kendaraan Yang

terdaftar di Ditlantas SULUT
91.16 99.81 96.35 91.36 95.{'!

o/o objek pajak yang menunggak

terhadap jumlah kendaraan terdaftar
2.56 s.32 6.6s 10.29 16.88

Sumber : Data tabel 3, 4 dan 5, diolah.
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Pada tahun 2000, iumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Dilantas

Polda sulawesi utara sebanyak 65.992 unit, terdaftar sebagai wajib pajak pada

subdin pajak sebanyak 55.523 unit, sedangkan yang membayar pajak sebanyak

54.725 unit. Dengan demikian maka:

a. Jumlah kendaraan bermotoryang tidak terdaftar sebagaiwajib paiak

= Jumlah kendaraan yang terdaftar di Ditlantas Polda Jumlah

kendaraan yang terdaftar sebagai pembayar paiak

= 65.992 - 55-523 = 10-469 unit'

b. Jumlah kendaraan yang menunggak membayar pajak = Jumlah

kendaraan yaqg terdaftar sebagai waiib pajak - iumlah kendaraan yang

telah menrbayar paiak = 55.523 - 54'725 = 798 unit'

c. Pertumbuhan iumlah kendaraan, dapat dihitung sebagai berikut :

Tahun 2(Dl = A.SAI -A5.en X 100% = 11'O5o/o' 
65.992

d. Pertumbuhan uraiib paiak yang membayar, dapat dihitung sebagai berikut:

Tahun 2001 = 67.976-54-725 X 100% =24'21o/o
54.725

e. pertumbuhan kendaraan bermotor yang terdaftar, dapat dihitung sebagai

berikut:

Tahun 2001 = 69.7&t - 55-523 X 100% = 25.650/o

55.523

f. pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidax terdaftar, dapat dihitung

sebagai berikut:at
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Tahun 2001 = 4.803 - 10.469 X 100% = - ${'flo/s
10.469

g. pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya'

dapat dihitung sebagai berikut :

Tahun 2001 = 1-788-798 X 100% = 124'O60/o

798

Hasir perhitungan rebih raniut untuk tahun zoo2 s.d. 2005 dapat dilihat pada tabel

6 di halaman sebelumnya..

Ringkasannya pertumbuhannya dapat dilihat dalam tabelT ' sebagai berikut :

Tabel 7

Analisis Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor

di ProPinsi Sulawesi Utara

Tahun 2001 s.d- 2005

Sumber : Hasil Perhitungan pada tabel 6.

Ket K.B. = Kendaraan Bermotor

Tahun
Jumlah KB. Penerimaan

KB yang

terdaftar

KB tidak

tedaftar
Tunggakan

2001 
I

1

2002'

20c3

2004

2005

11.50

12.78

25.32

25.97

14.e1

24.21

23.48

20.96

19.45

19.34

25.65

27.O8

22.69

24.3

28.81

-54.12

-5.08

-25.9

-27.77

800

124.06

163.7

53.34

92.32

111.42
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Berdasarkan data pada tabel 3,4, 5 dan perhitungan pada tabel 6 dan

ringkasan pada tabel 7, dapat disimpulkan bahwa seiring dengan

bertambahnya jumlah penduduk dan bertambahnya kebutuhan hidup

masyarakat yang mana membutuhkan alat transportasi yang semakin banyak

maka pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor selama 5 tahun terakhir juga

menunjukkan kenaikan yang semakin berarti.

Tahun 2001 naik sebesar 11,50o/o dari tahun 2000, tahun 2OO2 naik sebesar

12,78o/o dari tahun 2001, tahun 2003 naik sebesar 25,32o/o dan tahun 2OO2,

tahun z}c4 naik sebesar 25,97o/o dari tahun 2003 dan tahun 2005 naik sebesar

14,ilo/o dari tahun z0o4..

Dari tabel sebelumnya juga dapat dilihat pertumbuhan jumlah kendaraan

yang dapat dijangkau oleh subdin perpajakan propinsi Sulawesi Utara dan

terdaflar sebagai waiib paiak selama S(lima) tahun terakhir menunjukkan angka

yang semakin meningkat. Tahun 2001 meningkat sebesar 25,650/o dari tahun

2000, tahun 2OO2 meningkat sebesar 27,OBVI dari tahun 2001, tdhun 2003

meningkat sebesar 22,690/o dari tahun 2002, tahun 2OO4 meningkdt sebesar

24,30 ddri tahun 2003 dan tahun 2005 meningkat sebesar 28,81o/o dari tahun

200/.

lni menandakan bahwa kantor subdin pajak lebih giat di dalam menjangkau

kendaraan yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai wajib pajak dengan cara

melakukan ekstensifikasi melalui keria sama dengan pihak-pihak yang terkait,

seperti Ditlantas Polda Sulawesi Utara melalui pengetatan dalam hal sweeping
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kendaraan yang tidak lengkap surat-suratnya'

kantor Dispenda, dan usaha lainnya yang

tunggakan PembaYaran Paiak'

kantor samsat dalam hal ini

dianggap daPat mengurangi

Kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai wajib pajak dan telah

memenuhi kewaiibannya sebagai pembayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir

menunjukkan pertumbuhan yang semakin menurun' Tahun 2001 meningkat

sebesar 24,21o/o dari tahun 2OOO, tahun 2OO2 meningkat sebesar 23'48o/o dan

tahun 2001, tahun 2003 meningkat sebesar 2},960/o dari tahun 2OO2' tahun zooy'.

meningkat sebesar 19,45o/o dari tahun 2003 dan tahun 2005 meningkat sebesar

19,34o/odari tahun ?IOCF'.lni menanddkan bahwa kemampuan kantor sub dinas

pajak dalam menjangkau rrvajib paiak yang terdaftar semak-in lambat dari tdhun

ke tahun, dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang depat

didaftar sebagai waiib Paiak-

Hal ini juga akan mengakibatkan semdkin bertambahnya jumlah kendardan

bermotor yang menunggak pembayaran pajaknya. Dari hasil perhitungan pdda

tahun 2OO1, jumlah tunggakan meningkat sebesar 124,O60/o dari tahun 2000'

tahun 2OO2 meningkat sebesar 163,70% dari tahun 2001, tahun 2003 meningkat

sebesar 53,!Io/o dari tahun 2002, tahun 2OO4 meningkat sebesar 92,32Yo dari

tahun 2003 dan tahun 2005 meningkat sebesar 11,42o1o daritahun 2OA4-

Meningkatnya tunggakan ini menandakan bahwa kantor sub dinas perpajakan

perlu meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan dan perbaikan sumber daya,
;a
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I
7

sistem administrasi perpaiakan secara internal darr mekanisme dan tata cara

pemungutan paiak secara ekstemal'

Lebih lanjut dilihat pada tabel sebelumnya bahwa kantor sub dinas pajak

Propinsi Sulawesi Utara belum menjangkau semua obiek pajak yang terdaftar

di Propinsi sulawesi utara. Hal ini dapat dilihat pada prosentase objek paJak

yang telah rnembayar paiak dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di

Sulawesi tJtara yang berkisar antara 91,16 % s.d' 99,81% selama S(lima) tahUn

terakhir dan pada tahun 2005 sebesar 95,11% telah menjangkau kendaraan

bermotor yang terdaftar di Ditlantas Prop. sulawesi utara. sedangkan objek

paiak yang telah membaydr pajak dibandingkan dengan objek pajak yang

terdaftar pada tahun 2001 s.d.2005 antara 97,M s.d.83,12 %. Selama kurun

waktu 5(lima) tahun mengalami penuruhan. Hal ini beraiti bahwa semakin

bertambah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya selama tahun 2001

s.d. 2005. Hal ini menandakan bahwa mekanisme pemungutdn pajak kendardan

bermotor perlu diperbaiki agar ddpat memaksimalkan penerimaan pajak

kendaraan bermotor dalam rangka menunjang penerimaan asli daerah yang

akan digunakan dalam rangka otonomi daerah-

Untuk mengetahui sejauh mana target penerimaan paiak, berikut ini

disajikan data selama S(lima) tahun terakhir yaitu tahun 2001 s.d. 2005, yang

dapat ditunjukkan Pada tabel 8 :

ir

ii
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l
l,

;
fi
i:

i

f

Daritabel I dapat dijelaskan sebagai bedkut

Tahun 2001 target penerimaan pajak terbesar akan diperoleh dari jenis

kendaraan mini bus dan seienisnya (35,36%), kemudian pick up sebesar

14,41o/o,l'€ht truck sebesar 13% dan bus dan sejenisnya sebesar 10,58o/o'

perkembargannya mengalami kenaikan sebesar 35,37o/o pada tahun 2002,

sebear 23,28a/o pada tahun 2003 dan sebesar 35,41o/o pada tahun 20(}4 dan

sebesar 11,73Vo pada tahun 2005. Kenaikan terbesar teriadi pada keempatienis

kendaraan yakni, mini bus dan seienisnya, pick up, light truck dan bus- lni

menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya melakukan pengembangan

objek dan subiek pajak kendaraan bermotor,hal ini ditandai dengan adanya

peningkatan dalam jumlah obiek dan subjek pajak yang terdaftar, dengan

melakukan keria sarn-a yang baik dengan dinas kepolisian Polda Prop. Sulawesi

Utara sehinggan semakin kurang kendaraan yang tidak memiliki surat tanda

nomor kendaraan.

Sedangkan realisasi penerimaan pajak selama S(lima) tahun terakhir

dapat ditunjukkan dalam tabel 9 berikut ini :

F*
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pada tabel 9 disajikan bahwa realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir

mengalami kenaikan dengan angka prosentase yang mengalami penurunan

yakni sebesar 33,11o/o pada tahun 2OO2, sebesar 26,86 pada tahun 2003,

sebesar 1g,3g% pada tahun z}f4 dan sebesar 15,88o/o pada tahun 2005- ini

menandakan bahwa kemampuan dinas perpaiakan dalam memungut pajak dari

kendaraan bermotor yang terdaftiar tidak optimal, hal ini disebabkan oleh

kurangnya ketrampilan & kemampuan sumber daya yang menangani pajak,

kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan, dan kurangnya kesadaran

masyarakat dalam memenuhi kewaiibannya untuk membayar pajak'

Selanjutnya dianalisis seberapa besar tingkat pencapaian penerimaaan

pajak selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2001 s.d. 2005 yang perhitungannya

dapat ditunjukkan pada tabel 10, lampiran 1-

Dari hasil analisis data pada tabel 10 lampiran 1 disimpulkan bahwa kemampuan

pemungutan sumber pendapatan daerah berdasark-an potensi yang ada, melalui:

Admininstrative Efficienscy Ratio (AER) atas penerimaan pendapatan pajak

kendaraan bermotor yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AER penerimaan pendapatan = Realisasi penerimaan / potensi yang ada

x 100%

Perhitungan pada tabel 10 lampiran 1 menunjukkan, sebagai berikut :

Tahun 2001 sebesar 12},670/o artinya kemampuan memungut (taxing

capacity) terhadap potensi (taxable capacity) sebesar 120,670/o-
at

t'a



63

Tahun 2OO2 sebesar 118,660/o, menunjukkan penurunan kemampuan

memungut terhadap potensi pajak yang ada sebesar 1,66%' lni berarti

bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2oo2 menurun dibandingkan tahun

2001.

Tahun 2003 sebesar 122,10o/o, ini menunjUkkan adanya kenaikan

kemampuan memungut pajak terhadap potensi yang ada sebesar 2,89o/o'

lni berarti bahwa tingkat efisiensi tahun 2003 lebih baik dibandingkan

tahun 2002.

Tahun 2OO4 sebesar 107,66Vo, ini menunjukkan adanya penurunan

kemampuan memungut terhadap potensi pajak yang ada sebesar

11,82o/o. lni berarti bahwa tingkat efisiensi menurun dibandingkan tahun

2003.

Tahun 2005 sebesar 111,85o/o, ini menunjukkan adanya kenaikan

kemampuan memungut terhadap potensi pajak yang ada sebesar 3,89o/o-

lni berarti bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2005 mengalami kenaikan

dibandingkan tahun 2OO4.

a. Admininstrative Efficienscy Ratio (AER) atas subjek pendapatan pajak

kendaraan bermotor yang menggambarkan prosentase jumlah subjek

pungutan yang dapat dijaring oleh unit / instansi yang menangani

pemungutan, baik untuk subjek yang sudah terdaftar dalam arti

intensifikasi (deepening) maupun subjek yang belum terdaftar dalam arti
a.

7a
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ekstensifikasi (widening), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai

berikut :

AER Sub I = Jumlah subjek terdaftar / Jumlah potensi subjek x 100%

AER Sub E = Jumlah subjek belum terdaftar / Jumlah potensi subjek X

100%

Berdasarkan data pada tabel 4 maka dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 1 1

Perhitungan AER Subjek Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

Di ProPinsi Sulawesi Utara

Tahun 2001 s'd. 2005

Sumber: Kantor Ditlantas Polda Sulut & Kantor subdin Pajak Prop-Sulut

Dari perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

Kemarnpuan menjaring subjek pungutan yang terdaftar dalam arti

intensifikasi pada tahun 2001 sebesar 98,48% dan mengalami penurunan

sebesar 3,14o/o pada tahun 2OO2, sebesar 6,340/o pada tahun 2003'

sebesar 1,80% dan tahun 2005 sebesar 1,43o/o. Selama S(lima) tahun

Uraian
Tahun

2001 2002 2003 20u 2005

1. Subjek yang Terdaftar di Ditlantas

Polda Sulawesi Utara (orang)

2. T erdaftar sebagai wajib pajak (orang)

Subiek oaiak vanq blm terdaftar (ora4gl

37,2U

36,717

567

49,472

47,921
1.551

72,579

67,980

4.599

104,654

102,768

1.886

145,875

143,785

2,090

AER Sub I (06) 98.48 96.86 93.66 98.20 98.57

Kenaikan / penurunan AER Sub I (%) (3.14) (6.34) (1.80) 6.431

AER Sub E (7o) 1.52 3.14 6.34 1.80 1.43

Kenaikan / penurunan AER Sub E (%) (96.86) (93.66) (e8.20) (98.57)
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terakhir mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,540/o. Hal ini berarti
bahwa kemampuan untuk menjaring subjek pungutan yang terah terdaftar
dan tujuan penjaringan subjek pungutan tidak efektif, dan jumrah subjek
pungutan yang terdaftar tidak teriangkau dengan baik. Hal ini disebabkan
oreh kemampuan sumber daya yang dimiriki berum memiriki kemampuan
yang memadai daram membina kesadaran masyarakat daram har
membayar pajak, kurangnya kesadaran dari masyarakat daram memenuhi.
kewajiban membayar pajak, misalnya dengan dengan tidak membayar
pajak tepat waktu dengan cara tidak meraporkan surat tanda nomor
kendaraannya (srNK) yang sudah jatuh tempo. untuk itu, diperrukan
koordinasi dengan dinas keporisian daram menjaring kendaraan bermotor
yang tidak memperbaharui surat tanda nomor kendaraannya dengan car=r
memperketat pengSwasan di jaran-jaran yang dirarui kendaraan bermotor.
Di samping itu, perru juga koordinasi dan kerja sama dengan dinas
kepolisian di wilayah propinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo
menyangkut kendaraan bermotor yang seharusnya terdaftar di wiraydh
propih5i Sulawesi Utara.

sedangkan kemampuan menjaring subjek yang berum terdaftar pada
tahun 2001 sebesar 1 ,s2vodan mengdrami penurunen sebesar 96,g6%
peda tahun 2002, sebesar 93,66% pada ta'un 2003, sebesar gg,200/o
pada tahun 2004 dan sebesar g',sTvo pada tahun 200s. Hai ini berarti
bahwa kemampuan menjaring subjek yang berum terdaftar serama 5
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tahun terakhir semakin besar prosentase penurunannya. Hal ini berarti

bahwa semakin tidak efektif dalam menjaring subjek pungutan yang

belum terdaftar. Agar subiek pungutan yang belum terdaftar bisa terjaring

dengan baik, diperlukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat

tentang pentingnya surat tarda nonor kendaraan, karena dari surat tanda

nomor kendaraan inidapat dipungut paiak kendaraart bermotor.

AER atas oblek pendapatan Paiak Kendaraan Bermotor yaitu

menggambarkan prosentase obiek pungutan yang terdaftar terhadap

objek pungutan yang belum terdaftar.

Hdl ini dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut :

nEn Objek = Jumlah obiek terdaftar / Jumlah Obiek belum terdaftar X

l00o/o.

Pada tabel 12 berikut ini disaiikan perhitungan AER melalui pendekatan

objek pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai berikut :

i

;
fr,t
l
b:fz

L.

i

I
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Tabel 12

Perhitungan AER Obiek Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Di ProPinsi Sulawesi Utara

Tahun 2fr)1 s.d- 2005

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

AER objek pendapatan pada tahun 2001 sebesar 1.453oh, artinya

kemampuan untuk menjaring cbiek yang terdaftar sebesar 1,453o/o

dibandingkan dengan objek yang tidak terdaftar. Tahun 2OO2 naik

menjadi 22,444o/o dan tahun 2003 meningkat sebesar 108,768%' Adanya

kenaikan ini menuniukkan kemampuan untuk menjaring objek pungutan telah

dicapai jumlahnya. sedangkan pada tahun 2OO4 mengalami penurunan

yakni sebesar 15,812% dan sebesar 19,328% pada tahun 2005 Hal ini

Jumlah Kendaraan Bennotor

108,868

108,768

101,538

7,230

100

175,050

174,149

14r'',751

29,398

90{

136,050

135,195

121,290

13,905

89,050

88,655

83,940

4,715

395

74,ffi7

69,764

67,976

1,788

4,803

T rcS vrcS yang terdafiar di Ditlantas

Polda Sulanei Utara (unit

2.Terdaftat sebagai waiib paiak (unt$

3. Obiek Yang telah membaYar Pajak

(unt$

4. Obidk yang menunggak Paiak
(unit)

Oblek yang belum terdaftar (unit)

AER obiek (%)

sumber : Kantor Ditlantas Polda sulut dan subdin. Paiak Prop' sulut'
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menandakan bahwa pada tahun 2OO4 dan 2005 efektivitas menjaring

objek pungutan tidak tercapai iumlahnya'

Dari hasil perhitungan AER baik melalui pendekatan sisi pungutan atas

penerimaan pendapatan, subjek pendapatan, dan obiek pendapatan pajak

kendaraan bermotor angka AER yang semakin menurun selama 5 tahun

terakhir, ini menunjukkan bahwa kemampuan memungut terhadap potensi,

menjaring subjek dan obiek paiak tidak efisien dan efektif.

G. Analisis Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi

Sulawesi utara.

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah bea yang dipungut oleh

daerah atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik. Di Propinsi

Sulawesi Utara, pemberlakuan bea balik nama kendaraan bermotor disesuaikan

dengan kondisi wilayah setempat- Bea balik nama kendaraan bermotor, terdiri

dari :

Bea balik nama kendaraan bermotor I yang ditujukan untuk memperoleh buku

kepemilikan kendaraan pada awal pembelian baru. (pemilik awal), sedangkan

tujuan dari bea balik nama kendaraan bermotor yang ke ll dan lll, dan

seterusnya (Pemilik berikutnya) dan ditujukan sebagai syarat memperoleh

STNK.

Adapun tarif yang dikenakan pada pengurusan BBNKB di propinsi Sulut , terdiri

dai'i :

1 BBNKB ke I :
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- Kendaraan umum 10olo

- Kendaraan bukan umum sebesar 10olo

- Kendaraan alat-alat besar/berat sebesar 3%

I

tt:-t-:::'",""" 
umum sebesar 1olo

- Kendaraan umum bukan umum sebesar 1 %

-KendaraanaHalatberat/besarsebesar0'3o/o'

. 3. BBNKB Warisan :

- Kendaraan umum 0,10'6

- Kendaraan bukan rynum sebesar O,1o/o

- Kendaraan alat-alat besar/berat sebesar 0'03%'

. Dalam membayar bea balik nama kendaraan bermotor baik ke l, ll, lll, dan

setdrusnya, pemilik kendaraan harus membayar biaya-biaya sebagai berikut :

a. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

b. BiaYa formulir BBNKB

c. Biaya pengolahan data elektronik

d. Biaya administrasi pembuatan BPKB

Bea balik nama merupakan salah satu unsur penerimaan pendapatan asli

daerah di propinsi dalam anggaran pendapatan dan belania daerah di propinsi

. Sulawesi Utara. Olehnya itu, perlu dikelola semra efektif dan efisien agar dapat

menunjang pelaksanaan otonomi daerah setempat. Untuk mengukur efektivitas
a-

I

dan efisiensipengelolaan BBNKB, dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu :

?t
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a. Penerimaan pendapatan BBNKB, yang diukur dengan menggunakan rumus'

sebagai berikut:

AER penerimaan pendapatan = Realisasi penerimaan / potensi yang ada

X 100o/o

Penerimaan pendapatan BBNKB di propinsi sulut selama 5 (lima ) tahun

terakhir sebagai berikut :

Tabel 13

Penerimaan dan Potensi BBNKB

di ProPinsi Sulanrresi I'Jtara

Tahun 2001 s-d 2fi)5

Dari perhitungan pada tabel 13 dapat disimpulkan bahwa AER

pendekatan penerimaan pendapatan mengalami p"nrrunan selama

terakhir. lni menandakan bahwa pengelolaan pemungutan penerimaan

belum efektif.

melalui

5 tahun

BBNKBa

I

148.90

109.62

73.02

56.97

49.71

23,358,105,000

33,350,000,000

37,300,000,000

47,600,000,000

34,78'1,357,100

36,557,505,300

27,235,121,000

27,1',17,490,800

2001

2002

2003

2004

2005

sumber: Kantor sub dinas Paiak Propinsi sulawesi utara



b. subjek pendapatan BBNKB, yang diukur dengan menggunakan rumus :

AER Sub l= Jumlah subjekterdaftar/ jumlah potensi x 100%.

Rumus ini digunakan untuk mengukur kemampuan menjaring subiek

pu ngutan yang sudah terdaftar (intensifikasi)'

Sedangkan untuk mengukur kemampuan meniaring subjek pungutan yang

belum terdaftar (Ekstensiftkasi), digunakan rumus :

AER sub E = Jumlah subiek yang sudah terdaftar / jumlah potensi subjek X

100%

Subjek BBNKB adalah orang atau badan yang menerima penyerahan

kendaraan bermotor. Subiek BBNKB yang ada di Propinsi Sulawesi Utara

selama S(lima) tahun terakhir, sebagai berikut :

tf

?3
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Tabel 14

Jumlah Potensi Subjek BBNKB

Di Propinsi Sulawesi Utara

Tahun 2001 s-d.2005

( Dalam unit )

Uraian
Tahun

2W1 2W2 2003 2M 2005

Sedan dan sejenisnya

Jeep dan sejenisnya

Mini bus dan seienisnya

Bus cian sejenisnya

Pick Up

Light Truck

iTruck
I

lsepeda Motor
I

lRutot.t BerauBesar

70

83

935

780

1,453

155

152

6,879

109

M

839

926

1 ,015

130

145

12,716

85

68

725

122

539

138

140

16,046

76

68

1,292

135

688

191

156

20,635

66

75

1,775

138

't,+gs

172

219

30,499

Jumlah 12.896 15-924 17.863 23.241 34.379

Sumber: Kantor Ditlantas Polda Sulawesi Utara.

Dari tabel 14 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2001 jumlah potensi subjek BBNKB di propinsi Sularvesi Utara sebesar

12.896 buah kendaraan. Dan mengalami kenaikan sebesar 23,48o/o pada tahun

2002, sebesar 12,18o/o pada tahun 2003, sebesar 30,11% pada tahun 2004, dan
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Fr
i

[.la2

t+-

sebcsar 47,920/o pada tahun 2005. Potensi subjek terbesar terjadi pada jenis

kendaraan sepeda motor, kemudian pick up, serta mini bus dan bus'

Sedangkansubiekpungutanyangterdaftarsebagaiwaiibpaiakyang

terdaftar pada kantor paiak.propinsiSulawesi Selatan, adalah sebagai berikut:

Tabel 15

JumlahSubiekBBNKByangTerdaftarSebagaiWajibPaiak
Di ProPinsi Sulawesi Utara

Tahun 2OO1s.d. 2005

Sumber : Kantor Subdin Pajak Prop. Sulawesi Utara.

Dari tabel 15 dapat dijelaskan bahwa jumlah subjek BBNKB yang terdaftar

sebagai wajib pajak pada tahun 2001 sebesar 10.420 orang dan mengalami

66

74

1,760

135

1,385

168

189

29,890

72

69

1,190

127

678

187

146

20,520

85

68

715

115

529

130

129

15,890

109

44

825

920

1,005

115

125

17,675

7A

83

870

785

1,450

135

147

6,880

Sedan dan seienisnYa

Jeep dan sejenisnYa

bus dan seienisnYa

dan seienisnya

Pick Up

Light Truck

Truck

Sepecia Motor
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kenaikan sebesar gg,Tgvo pada tahun 2OO2, kemudian mengalarni penurunan

sebesar 15,610/o pada tahun 2003, dan selanjutnya mengalami kenaikan sebesar

30,170/opada tahun 2004dan sebesar 46,450/o pada tahun 2005. subjek terbesar

terjadi pada pemilik kendaraan jenis sepeda motor kemudian mini bus dan

sejenisnya dan ienis Pick uP.

Berdasarkan data pada tabel 14 & 15 di atas, dapat dihitung AER dalam

arti intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut :

Tabel 16

Perhitungan AER Subjek Pendapatan BBNKB

Di ProPinsi Sularresi Utara

Tahun 2001 s.d.2005

Data tabel 14 & 15, diolah.

2005

u,379

33,667

1z',

98

i

I

)

?.,

Dari hasil perhitungan AER di atas, disimpulkan

meniaring subjek pungutan yang sudah terdaftar

menunjukkan angka yang semakin menurun. lni

bahwa kemampuan

secara intensifikasi

menandakan bahwa

17,863

17,661

12,896

10,420

15,924

20,818

Jumlah potensi subjek ( orang )

Jumlah subiek terdaftar (orang)

AER Sub I (%)
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kemampuan menjaring subiek pungutan baik sudah terdaftar maupun

yang belum terdaftar tidak efektif'

objek Pendapatan BBNKB, yaitu mengukur kemampuan meniaring objek

pungutansertamengukurapakahtujuanpenjaringanobjekpungutan

telah dicaPai iumlahnYa.

AER obiek pendapatan diukur dengan menggunakan rumus :

AER Objek = Jumlah objek terdaftar / Jumlah obiek yang belum terdaftar

X 100o/o.

obiek dari BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak

milik sebagai akibat dari perianjian dua pihak yang tedadi karena iual beli'

tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau

pemasukan ke dalam badan usaha. Objek BBNKB adalah : BBNKB l, ll &

warisan.

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai iual kendaraan bermotor, dengan

tarffi unLrt< dgpfg I sebesar 10% dari nilai jual kendaraan bermotor dan

BBNKB ll sebesar 1oh dari nilaiiual kendaraan bermotor'

Objek p€hdapatan BBNKB selama 5 (lima) tahun terakhir di daerah

propinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:
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Tabel 17

Jumlah Potensi Obiek BBNKB

Di ProPinsi Sulawesi Utara

Tahun 2001 s.d- 2005

Dari tabel 17 dapat diielaskan bahwa jumlah potensi obiek BBNKB

di prop. Sulawesi Utara pada tahun 2001 sebesar 13.629 buah kendaraan

dan mengalami kenaikan sebesar 43,90% pada tahun 2002, sebesar

16,7A0/o pada tahun 2003, sebesar 32,7lo/o pada tahun 2OO4 dan sebesar

4},670/o pada tahun 2005. Kenaikan terbesar terjadi pada jenis kendaraan

sepeda motor, kemudian pick up, mini bus dan bus-

Dalam unit

Uraian
Tahun

2091 2W2 2003 2W 2005

Sedan dan sejenisnYa

Jeep dan seienisnYa

Minibus dan seienisnYa
I

iBus dan sejenisnYa

Pick Up

Truck

ruck

Sepeda Motor

Berat/Besar

77

91

1,237

1,095

1,922

220

219

8,768

144

M

1,109

1,247

1,365

170

208

15,325

113

68

1J02

1,324

806

227

198

19.050

91 I

68 I

I

1,980 
I

1.415 l

926

267

225

25,400

108

78

2,560

1,426

1,987

256

314

35,996

Jumkah 13.629 19.612 22.888 30.372 42.72,5

Sumber: Kantor Ditlantas Polda Sulawesi Utara.
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SedangkanjumlahobjekBBNKByangterdaftarsebagaiwajib

paiakpadakantorpajakprop.sulawesiUtaradapatditunjukkanpada

tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18

Jumlah Objek BBNKB yang Terdaftar pada Kantor Paiak

Di ProPinsi Sulawesi Utara

Tahun 2001 s.d. 2005

( Dalam unit )

Sumber: Kantor Subdin. Pajak Prop- Sulawesi Utara'

Dari tabel 18 dapat dijelaskan bahwa jumlah objek BBNKB yang

terdaftar pada kantor paiak propinsi Sulawesi Utara pada tahun 2001

66

75

2,042

159

1,635

204

262

35,989

83

68

1,485

156

812

226

188

24,U7

103

68

959

161

165

18934

131

44

965

1,066

1,198

144

174

15,005

70

91

1,076

936

1,686

186

183

8,668

dan sejenisnYa

Jeep dan sejenisnYa

Minibus dan seienisnYa

Bus dan sejenisnYa

Pick Up

Light Truck
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sebesar 12.896 buah kendaraan dan mengalami kenaikan sebesar

45,220/o pada tahun 2002, sebesar 13,68% pada tahun 2003' sebesar

28,54o/opada tahun 21}4dan sebesar 47,75o/o pada tahun 2005'

Berdasarkan data pada tabel 17 & 18 di atas, maka dapat dihitung AER

objek sebagai berikut.:

Tabel 19

Perhitungan AER Obiek Pendapatan BBNKB

Di ProPinsi Sulawesi Utara

Tahun 2001 s-d- 2005

Hasil perhitungan AER objek pada tabel 19 menunjukkan angka yang

semakin menurun. Hal ini berarti bahwa kemampuan menjaring objek pungutan

tidak efisien dan jumlah objek pungutan yang terjaring tidak tercapaiiumlahnya.

Dari hasil perhitungan AER BBNKB ditinjau dari sisi penerimaan pungutan,

subjek dan objek pungutan baik yang terdaftar nlaupun yang tidak terdaftar

belum efektif dan efisien dalam pengelolaannya. Olehnya itu, diperlukan

Uraian
Tahun

2001 2AO2 2003 2W 2005

Jumlah potensi objek (unit)

Jumlah objek terdaftar (unit)

-trrrnlah nhicil( varxr blm terdafiar (unit)

13,629

12,896

733

19,612

18,727

(885)

22,888

21,289

(1.599)

30,372

27,365

(3.00n

42,725

40,432

Q.2g;l)

AFR Obi€* {%) 95 95 93 90 95

Sumber: Data tabel 17 & 18, diolah-
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mekanisme pemungutan dan peniaringan baik subiek maupun obiek paiak baik

melalui usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan lebih baik'

usaha intensifikasi dengan cara memaksimalkan pemungutan bea balik nama

untuk kendaraan yang sudah terdaftiar melalui mekanisme pemungutan yang

lebih baik dengan pelayanan yang cepat dan nyaman sehingga para waiib paiak

tidak merasa keberatan dengan pengurusan balik nama kendaraan bermotor'

sedangkan usaha ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara melakukan keria

Sama dengan pihak Ditlantas Polda Sulut, memberi penyuluhan kepada

masyarakat tentang pentingnya balik nama kendaraan iika teriadi transaksi

penyerahan dan jual beii kendaraan'

D. Kontribusi Paiak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi sulawesi utara'

, Dalam mewuiudkan kemandirian suatu daerah sebagai perwuiudan

otonomi daerah berdasarkan uu No. 34 Tahun 2000 maka pemerintah

daerah perlu menggali sumber-sumber penerimaan dalam rangka untuk

mengoptimalkan potensi - potensi yang ada di wilayahnya'

Salah satu sumber penerimaan PAD adalah paiak daerah yang

bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama

kendaraanbermotor(BBNKB).PKBdanBBNKBdiPropinsiSulav.resiUtara

mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan di daerah ini'

Untuk itu, p.rerlu dianalisis kontribusi PKB dan BBNKB dalam menuniang PAD



Sulawesi Utara. Berikut ini disaiikan penerimaan BBNKB & PKB dalam

menuniang PAD selama S(lirna) tahun terakhir, sbb:
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E. Pembahasan

Dari hasil perhitungan kontribusi PKB

Sulawesi Utara maka dapat disimpulkan bahwa

Sulut adalah :

Tahun 2001, besarnya sumbangan Paiak kendaraan bermotor terhadap

penerimaan asli daerah propinsi Sulawesi Utara sebesar 32o/o' tahun 2OO2

sebesar 35o/o, tahun 2003 sebesar 45o/o, tahun 2OO4 sebesar 51olo dan tahun

2005 sebesar 490/o. Dalam struktur penerimaan pajak daerah di propinsi

Sulawesi Utara, penerimaan dari sector ini yang menduduki peringkat tertinggi'

sedangkan kontribusi BBNKB terhadap PAD Sulut adalah :

Tahun 200| besarnya sumbangan bea balik nama kendaraan bermotor

terhadap penerimaan asli daerah propinsi sulut sebesar 45o/o, tahun 2oo2

sebesar 35o/o, tahun 2003 sebesar 23o/o, tahun 2OO4 sebesar 18% dan tahun

2005 sebesar 17o/o.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan pertumbuhan kontribusi pajak

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan terhadap pendapatan asli

daerah dalam tabel 20, sebagai berikut :

dan BBNKB terhadaP PAD

kontribusi PKB terhadaP PAD

(

I
a

?.



Tahun 2001 s.d. 2005

-22.22

-v.29

-21.74

-5.56

45

35

23

18

17

9.38

28.57

13.33

-3.92

2001

2002

2003

200/-

2005

83

Tabel 20

PerkembanganKontribusiPajakKendaraanBermotordanBeaBalikNama

TerhadapPendapatanAsliDaerahDiPropinsiSulawesiUtara

32

35

45

51

49

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari hasil perhitungan yang disaiikan dalam tabel 20, kontribusi PKB terhadap

PAD selama 5 (lima) iahun terakhir mengalami peningkatan artinya peranan

PKB terhadap penerimaan PAD memberi kontribusi yang sangat besar bahkan

mencapai 51% pada tahun zc,o4.. Sedangkan kontribusi BBNKB terhadap PAD

Prop. sulut terhadap PAD selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan'

Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas perpaiakan

Prop. sulut karena dari analisis AER ditemukan bahwa pengelolaan pemungutan

parjak BBNKN baik melalui pendekatan penerimaan, subjek dan objek pungutan
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tidak efisien. Hal ini berdampak pada teriadinya penurunan kontribusi BBNKB

terhadap PAD Sulut yang menurun selama 5 (lima) tahun terakhir'

Dengan demikian maka hipotesis yang dikemukakan sebelumnya yaitu

pemungutan PKB dan BBNKB di propinsi suLUT belum efisien dan efektif

terbukti.Sehinggahipotesisyangdiajukanditerima.

sedangkan kontribusi pungutan PKB terhadap PAD cukup besar juga diterima'

Hal ini dapat dilihat pada hasil perhitungan pada tabel 19' 21 s'd' 23 yang

menuniukkan bahwa 
""t",r|" 

S(lima) tahun terakhir tahun prosentase kontribusi

PKB terhadap PAD menuniukkan prosentase yang meningkat dan 32o/o pada

tahun 2001 meniadi 49c/o pada tahun 2005. Hal ini berarti bahwa pada tahun

2005, dari jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp' 198'270'258'129 sebesar

4ilo/oberasaldari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan 17o/o berasaldari be balik

nama kendaraan bermotor (BBNKB). Secara total sebesar 62Vo pendapatan asli

daerah berasal dari PKB dan BBNKB-

Dengan demikian maka paiak kendaraan bermotor dan bea balik nama

kendaraan bermotor mempunyaiperanan yang sangat penting dalam menunjang

pendapatan asli daerah di propinsi Sulawesi Utara, sehingga pemerintah daerah

perlu mengelola sektor inidengan baik.

I

ti

i)



BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. SimPulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

l.PemungutanpaiakkendaraanbermotordiwilayahpropinsiSulut

belum efisien dan efektif. Hal ini ditunjukkan oleh angka AER

penerimaanpendapatanyangsemakinmenurunselama5tahun

terakhir, angka AER subjek dan objek yang menurun selama 5

tahun terakhir. \

2. Pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor selama 5 tahun

terakhir belum efisien dan efektif. Hal ini ditunjukkan dari hasil

perhitungan AER baik dari sisi penerimaan pendapatan, subjek

terdaftar maupun tidak terdaftar dan sisi obiek pungutan mengalami

penurunan selama 5 tahun terakhir'

3.Kontribusipajakkendaraanbermotorterhadappenerimaan

pendapatanaslidaerahdipropinsiSULUTsangatbesardan

merupakan komponen penerimaan terbesar dalam penerimaan

pajak daerah di mana paiak daerah memberi kontribusi dalam

penerimaan pendapatan daerah propinsi SULUT'

4. Kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD prop.

SULUT mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir yaitu dari

45%padatahun2001sampai17o/opadatahun2005.

It5
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5. Dari hasil perhitungan AER BBNKB baik dari sisi penerimaan'

subjekdanobjekpungutanketiganyamenunjukkanangkayang

semakin menurun. Hal ini menandakan pemungutan BBNKB tidak

efisiendanefektifsehinggadiperlukanpengelolaandan

mekanismepemungutanyanglebihbaikagardapatmemberi

kontribusi ying besar bagi penerimaan PAD'

B. Saran :

Darihasilanalisis,dapatdisarankansebagaiberikut:

1. Mekanisme pemungutian paiak kendaraan bermotor di Propinsi

sulawesi utara perlu diperbaiki agar iumlah tunggakan paiak dapat

dikurangi.

2. Tata cara pemungutan paiak BBNKB perlu diatur mekanisme keria

sama antara pihak Dilantas Polda Sulawesi Utara dengan kantor pajak

Prop. sulawesi utara agar potensi pajak yang ada dapat teriaring

dengan baik-

3. pajak kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi yang besar

terhadap penerimaaan PAD propinsi SULUT perlu mendapat perhatian

yang serius dalam pengelolaannya agar dapat lebih efisien dan efektif-

4. pengelolaan BBNKB perlu diperbaiki baik dari segi penerimaan

pungutan, subjek terdaftar perlu diintensifkan untuk tepat waktu

membayar pajak, sedangkan objeknya perlu diperluas dengan

melakukan kerja sama dengan pihak Dilantas Polda agar dapat



5.

mejaring subjek dan objek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib

pajak.

Mekanisme pengelolaan pemungutan khususnya BBNKB perlu

ditingkatkan karena sektor ini termasuk sumber pendapatan yang

potensial.
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* Lampiran 1
Tabel 9

PerbandinganTargetdanRealisasiPenerimaanPajakKendaraanBermotor
ProPinsi Sulawesi Utara
Tahun 2001 s.d.2005

(Dalam RuPiah)

Taht

Uraian
t 2005

2001 --T 2OO7 2UU3 zvv+

2,060,000,000
2,132,278,400

103.51

2,100,000,000
2j95,215,100

104.53

2,200,000,000
2,176,712j00

98.94

. Sedan dan sejenisnYa:
Target
Realisasi

farnol

1,404,797,5001 1,652,400,000

1,7M,797,500 i 2,051,658,500
121.36 | pq-$

3,000,000,000
2,898,513,000

96.62

2. .teeFoan sejenisnya :

- Target
- Realisasi

^liaaci taroeJ

1,436,249,2001 1,842,564,000

1,936,249,200 | 2,147,506,400
1v.811 tto.ss

2,400,000,000
2,494,570,400

103.94

2,600,000,000
2,724,631,300

'1o4.79

ffifiiBus dan sejenisnYa:

- Target
- Realisasi

I taroe-t

7,170,709,400
8,190,712,700

114.22

8,814,991,400
10,713,669,200

121.il

11,700,000,000
13,706,958,100

117.',15

15,600,000,000
16,723,676,500

107.20

17,000,000,000
19,1M,589,400

112.38

a. EusAan-seienisnYa :

- Target
- Realisasi
- o/o Realisasiterhadap target

2,145,622,200
2,470,623,700

115.15

2,315,105,600
3,200,105,550

138.23

3,200.000,000
3,878,325,400

121.20

4,000,000,000
4,152,207,700

103.81

4,200,000,000
3,U2,473,100

91.49

4,842,009,000
5,345,868,900

115.16

5,060,000,000
6,268,100,000

123.88

7,000,000,000
7,624,382,000

108.92

8,000,000,000
9,403,300,240

105.04

e eicf UP dan sejenlsnYa:
- Target
- Realisasi
- o/o Realisasi terhaQeLqrge!-

2,922,356,400
3,746,586,400

128.20

3,225,000,000
3,616,267,500

112.13

3,700,000,000
4,654,643,200

125.80

4,800,000,000
5,000,444,200

104.18

5,500,000,000
5,687,265,400

103.40

e. t-ignt Truck dan sejenisnYa :

- Target
- Realisasi
- o/o RealisapllErhad?Ple!99!-

2,636,935,400
3,029,197,100

114.88

1,200,000,000
1,486,650,500

123.89

1,523,000,000
1,648,378,700

108.23

1,g00,000,000
1,882,732,100

104.60

7. Truck:
- Target
- Realisasi
- o/o RealisasiterhadaP tqlggl-

742,355,000
872,356,700

117.51

940,372,100
1,048,398,500

111.49

8. Roda 2 :

- Target
- Realisasi
- % RealisasiterhadaP t?!99!-

1,818,76'1,400
2,518,761,400

138.49

4,000,057,900
4,428,827,850

110.72

4,500,000,000
6,671,285,300

148.25

8,175,879,70(
9,238,461,90C

113.00

9,470,000,00(
13,159,772,760

138.96

9. Alat-alat berat:
- Target
- Realisasi

faroel

17,500,000
18,901,600

108.01

20,000,000
27,303,050

136.52

25,000,000
24,671,400

98.69

30,000,00(
10,113,900

33.71

Jumlah target
Jumlah Realisasi
- % Realisasi terhadap target

20,277,786,500
24,469,2U,700

120.67

27,450,000,000
32,57'1,204,000

118.66

33,840,000,000
41,320,044,350

122.10

45,823,879,700
49,332,068,800

107 66

51,200,Ouu,uu(
57,265,472,000

11i.85

I

-Y
Sumber DataCbelT & 8, diolah
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Tabel 21

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Di ProPinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2000 s.d. 2001

Uraian Anggaran (RP) | Realisasi (RP)
Selisih

otto Jumlah

I

17,507,000,000.001
1,543,000,000.001

625,000,000.001
677,000,000.001

20,352,000,000.001
6,575,000,000.001
5,917,500,000.001

657,500,000.001
124,174,888,000.001

l-1
130J49,888,000.00

677,000,000.00
151,101,888,000.00

{{.59
3.92

15.50

I
I

34,515,394,756.121
2j05,190,430.001

630,863,979.251
1,886,062,459.041

39,137,511,624A11
9,758,514,202.681
8,782,6F,2,782.41

975,851,420.27
130,841,307,788.00

140,599,821,990.68
1,886,062,459.04

179,737,333,615.09
19.20

4.89
24.09

1 9?.1 5l
136.431
10o.e4l
278.5s1
1e2.3ol

I

148.421
l

148.42
105.37

107.53
278.59
1{8.95

l
I

17,008,394,756.121
562,190,430.001

5,863,979.251
1,209,062,459.041

18,785,511,624.411
3,183,514,202.68
2,865,162,782.41

318,351,420.27
6,666,419,788.00

0.00
9,849,933,990.68
1,209,062,459.@

28,635,445,615.09

fahun 2000: I

1. PendaPatan Asli Daerah (PAD) 
I

a. Pajak Daerah 
I

b. RetribusiDaerah I

c. Laba Perusahaan Milik Daerah 
I

d. Lain-lain Yang Sah 
I

Total PendaPatan Asli Daerah 
I

2. Dana Perimbangan : 
I

a. BagiHasilPajak
b. Bagi Hasil Bukan Pajak

I c. Dana Alokasi Umum
I a. o"n" Alokasi Khusus

i rotat Dana Perimbangan
13. Lain-lain PendaPatan Yang Sah

lrotal Pendapatan
lg6 p"i"f Daerah terhadap Fendapatan

l% eagi Hasil Paiak Terhadap Pendapatan

lfotat % Paiak Terhadap Pend4pqtan-
l

I

M,525,891,575.00
4,128,231,500.00
1,165,765,500.00
5,675,700,000.00

55,495,588,575.00

10,361,000,000.00
1,906,000,000.00

75,581 ,1 22,000.00
0.00

87,84,122,000.00
1M,924,M2,000.00
288,267,752,575.00

15.45
3.59

19.(X

60,139,118,000.00
3,U4,875,467.40
1,165,765,500.00

12,788,776,93'1.44
77,738,535,898.84

'12,325,431,497.00
2,120,726,356.96

75,581,'122,000.00
0.00

90,027,279,853.96
144,924,O42,000.00
312,689,857,752.80

19.23
3,94

23.17

135.071
I

88.29
100.00
225.33
14{r.08

118.96
111.27
100.00

0.00
102.48
100.00
108.47

I
I

15,613,226,425.001
483,356,032.601

o ool
7,113,076,931.44

22,242,947,323.84
0.00

1,964,431,497.00
214,726,356.96

0.00
0.00

2,179,1 57,853.96
0.00

24,422105,177.8O

fahun 2001 :
1. Pendapatan AsliDaerah (PAD)

a. Pajak Daerah
b. RetribusiDaerah
c. Laba Perusahaan Milik Daerah

d. Lain-lain Yang Sah
Total PendaPatan Asli Daerah

2. Dana Perimbangan :

a. BagiHasilPajak
b. Bagi Hasil Bukan Pajak
c. Dana Alokasi Umum
d. Dana Alokasi Khusus
Total Dana Perimbangan

3. Lainlain PendaPatan Yang Sah

Ltotat Penoapatan
t% Paiak Daerah terhadap Pendapatan

ly" eagi Hasil Pajak Terhadap Pendapatan
iTotal % Paiak Terhadap Pendapatan

i

..?

Sumber: Kantor Pemda. Propinsi Sulawesi Utara

-{
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Lamplran 3
Tabel22

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Di ProPinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2002 s.d' 2003

L
iii

l
I

Y

*

r{
-1"

iL,
- lti
i :

28,593,999,958.72
-1,543,806,868

1,237,093,507.72
28,O85,724,929.44

1,870,352,825.
632,525,616
-19,822,500.

2,483,055,941-00

30,568,78C,870.

129.36

79.31
93.50

99.99

104,668,999,958.72
5,919,582,132.
2,898,438,331.

411,663y'16,870.&
2s.43

10,249,093,507.72
{23,736,113,929

16,670,352,825.00
1,498,175,616.

269,758,774,500.

257,927,302,941.00

76,075,000,000.00
7,463,389,000
3,100,000,000.00

14,800,000,000.00
865,650,000.

269,778,597,000.00

285A44A47
0.00

381,094,636,(Xl0.0o

1. PendaPatan AsliDaerah (PAD)

a. Pajak Daerah
b. RetribusiDaerah
c. Laba Perusahaan Milik Daerah

d. Lain-lain Yang Sah

Total PendaPatan Asli Daerah

2.Dana Perimbangan:
a. BagiHasilPajak
b. Bagi Hasil Bukan Pajak

c. Dana Alokasi Umum
d. Dana AlokasiKhusus
Total Dana Perimbangan

3. Lainlain PendaPatan Yang Sah

Total Pendapatan
Pajak Daerah terhadaP PendaPatan

Bagi Hasil Paiak Terhadap Pendapatan

4,187,143,770
-2,229,896,043

690,968.00

440,383,353.00
-335,006,727.00

-1,480,000.
0.00

103,896,626.00
0.

-324,587,507.

78.14
100.01

80.49
99.70

75.17

100.04
0.00

99.92

119,691,243,270.
7 ,971,385,457.
4,644,690,968.00
9,U4,'177,172

142,{51,496,867

21,525,383,353.00
1,013,933,273.00

242,328,520,O00.
6,700,000,000.00

27{,567,836,626.00

't 15,5M,099,500.00
10,201 ,281 ,500.00
4,&4,000,000.

12,230,600,000.
142,579,981,000.00

21,085,000,000.
1,348,940,000.00

242,330,000,000.00
6,700,000,000

414,lJ(.3,921

1. PendaPatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah
b. RetribusiDaerah
c. Laba Perusahaan Milik Daerah

d. Lain-lain Yang Sah

Total PendaPatan Asli Daerah

. Dana Perimbangan:
a. BagiHasilPajak
b. Bagi Hasil Bukan Pajak
c. Dana AlokasiUmum
d. Dana Alokasi Khusus
Total Dana Perimbangan
Lain-lain PendaPatan Yang Sah

Pajak Daerah terhadaP PendaPatan
% Bagi Hasil Paiak Terhadap Pendapatan

ffipinsisulawesiUtara
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Lampiran 4

Tabel 23

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Di ProPinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2004 s.d- 2005

Uraian Anggaran (RP) Realisasi (RP)
Selislh

o/o Jumlah

fahun 2004: 
]

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Laba Perusahaan Milik Daerah

d. Lainlain Yang Sah

Total PendaPatan Asli Daerah

2. Dana Perimbangan:

I a. BagiHasilPajak

I o. e"giHasilBukan Pajak
I

I c. Dana Alokasi Umum

I a. orn, Alokasi Khusus
I

I Total Dana Perimbangan

13. uin-trin Pendapatan Yang Sah
I
lTotal Pendapatan
I

lo6 paiat Daerah terhadap Pendapatan

l* *nt Hasil Paiak Terhadap Pendapatan

lt*, 9a Paiak Terhadao Pendapatan

22,350,000,000.00

212,280,000.00

242,067,OOO,000.00

265,{29,280,000.00

0.00

402,849,069,563.00

2828

5.5t

3:i-8:

I

119.943,215,217.00ll

9,718,074,346.001

7,800,000,000.001

6,258,500,000.00

137,719,789,563.00

120,461,623,322.OO

8,066,437,021

6,320,255,720.00

12,291,52',1,605.24

147,139,837

23.4r',0,739,157.00

867.347.768.001

220,626,000,000.00

21,441,WO,000.00

413,514,924,593-24

29.13

5.67

34.80

',ou rrl
m.001

81 ml
1e6.401

r06.84l

104.881

121.77

91.14

92.38

102.65

6,518,408,105.00

-1,651,637,325.00

-1,479,744,280.O0

6,033,021,605.24

9,420,048,105.24

1 ,090,739,1 57.0C

155,067,768.0C

-21,441,O00,000.0c

-20,195,193,075.0C

21,4p.1,000,000.0c

10,665,855,O30.2t

Tahun 2005:
1- Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah

b. RetribusiDaerah
c- Laba Perusahaan Milik Daerah

d. Lain-lain yang Sah

Total Pendapatan Asli Daerah

lz- or* Perimbangan :

I a eagi HasilPajak
b. Bagi Hasil Bukan Pajak

c- Dana Alokasi Umum

d- Dana Alokasi Khusus
Tr.lal fl;rna Pori1nb3ngSn

' i .' i: /'1r !9 \:J; '

'- -i -_ --__ _

j! -.^'. '-\^"-^h lcrhcrtap Pcndapatan
.r^-i u".it rr2j2k Tgrftartap Pendapatan

r,, i-ar*n ir:t !:drjsri l'e' r\;

144,250,000,000.0t

10,065,050,000.0(

14,900,000,000.0(

8,759,170,682.0(

177,974,220,682.0(

27,125,000,000.01

651,627,244,01

247,869,000,000.0i

000
?"c f,ziq Rr7 2AA O

I ^ a.- ^^^ ^nn ^

31.0

5.8

36.8

i

t

a

loo

t_

I

I

I

)l 158,600,864,507.O2

rl a,oso,s13,3Be.o(

)l 24,686,526,2s7.oc
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